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MOTTO 

 

 

Tiada yang lebih sempurna dari ketetapan Allah.  

Dan kebahagiaan adalah menjalaninya dengan ikhlas. – penulis 
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Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu kota di Indonesia yang sedang 

mengembangkan sektor pelayanan publik yang efektif dan efisien, dibantu oleh 

beberapa peran stakeholder yang terus berupaya untuk mengembangkan pelayanan 

publik di Kabupaten Banyuwangi dengan program-program kegiatan serta 

pengembangannya. Salah satu pengembangan pelayanan publik yang dibentuk oleh 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan dibentuknya program inovasi 

Smart Kampung.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan situsnya berada di 

Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa 

informan, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang saling 

berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitiannya adalah 

peneliti sendiri yang dibantu oleh beberapa alat penunjang seperti pedoman 

wawancara, buku saku kecil, dan kamera handphone peneliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bentuk inovasi yang dilakukan dalam 

pengembangan pelayanan publik melalui program inovasi Smart Kampung telah 

berkembang seperti yang telah direncanakan. Pertama dari segi keunggulan, yang 

membedakan layanan publik Smart Kampung dengan inovasi lainnya adalah praktis, 

gratis dan akuntable. Kedua, jika ditinjau dari segi kesesuaian program inovasi Smart 

Kampung sudah disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. 

Yang ketiga dari segi kerumitan, hanya terjadi kerumitan di awal pelaksanaan seperti 

masyarakat yang kurang memahami program baru. Keempat, kemampuan untuk diuji 

cobakan, pemerintah langsung menguji cobakan program baru ke masyarakat. Kelima 

kemudahan diamati, dapat dikatakan mudah dilihat terbukti dengan pelayanan yang 

tidak berbelit-belit. Keenam dari segi peningkatan kualitas pelayanan publik, Smart 

Kampung telah mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien,  serta telah dirasakan 

keunggulannya oleh masyarakat 

 

Kata Kunci: Inovasi, Keunggulan, Kesesuaian, Keumitan, Kemampuan Diuji 

Cobakan, Kemudahan di Amati, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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SUMARRY 
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Administrative Science, Brawijaya University, Malang. Supervisor: Dr. Ike 

Wanusmawatie, S.SoS, M.AP and Nurjati Widodo, S.AP, M.AP. 151 pages 

 

Banyuwangi Regency is one of the cities in Indonesia that has been 

developingan effective and efficient way in public service sector with the assistance 

of stakeholders in attempt to develop better public services in Banyuwangi with its 

activities and development programs. One of the developments of public services that 

has been established by the Banyuwangi’ government is the establishment of the 

Smart Kampung innovation program. 

This study uses descriptive research with a qualitative approach in 

Banyuwangi as its primary location, while the object of this thesis is in Ketapang 

Village, Kalipuro District, Banyuwangi.  This study uses primary data sources that 

has been obtained from interviews with several informants, along with its secondary 

data sources that has been obtained from documents that are related with the focus of 

research. Some techniques that have been used to collect the date were through 

interviews, observation, and documentation. The instrument of the researcher is 

herself along with the assistance tools such as: a manual book to conduct an 

interview, a personal note, and a camera phone. 

The results of this study have shown that the form of innovation carried out in 

the development of public services through the Smart Kampung innovation program 

has developed according as planned. First, the advantages of Smart Kampung 

program that distinguish itself from other similar—innovation programs because they 

are practical, free, and accountable. Second, from the perspective of the 

compatibility, Smart Kampung innovation program has been adjusted to the needs, 

desires, and expectations of the community. The third one, in terms of complexity, 

there is only one complexity at the beginning of the implementation, such as people 

who do not understand the new program. Fourth, the capability to be tested, the 

government immediately tested this program to the community. Fifth, the simplicity 

to be observed, in other words this program can be easily observed to prove that this 

service is not convoluted. The last one, in terms of improving the quality of public 

services, Smart Kampung has created effective and efficient services, and its 

excellency has been felt by the community. 

Keywords: Innovation, compatibility, complexity, the capability to be tested, the 

simplicity to be observed, improving the quality of public services 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama 

dalam program pemerintahan. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang mulai 

berkembang dari waktu ke waktu. Secara administratif desa berada di bawah 

Pemerintahan Kabupaten, hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa 

dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem 

pemerintahan.  

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Desa juga dikenal dengan suatu wilayah yang penduduknya saling 

mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata 

cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya, serta merupakan 

suatu tempat yang jauh dari keramaian, terpencil, dengan akses yang sulit 

dijangkau. Masyarakat penghuni desa yang hidupnya masih terbelakang, karena
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jauh dari pearadaban yang memunculkan masalah baru seperti melayani 

masyarakat. Masih rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh 

Aparatur Pemerintah Desa menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. 

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pelayanan publik di desa 

yaitu karena terkendala oleh jarak. Secara konvensional, masyarakat yang ingin 

mengurus berkas-berkas administrasinya terlebih dahulu harus melalui kantor 

desa, kemudian ke kantor kecamatan yang selanjutnya berkas baru bisa diurus 

oleh kantor dinas yang ada dipusat Kabupaten/Kota. 

Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan 

suatu wilayah desa menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun 

eksternal. Tantangan dan permasalahan masyarakat yang dihadapi suatu wilayah 

semakin kompleks, hal ini ditandai dengan semakin beragamnya dan 

meningkatnya harapan masyarakat atas terpenuhinya kebutuhan pokok. Namun 

seringkali upaya pemenuhan harapan masyarakat tersebut dihadapkan pada makin 

terbatasnya sumber daya yang ada. Mengingat penyelenggaraan kebutuhan pokok 

masyarakat merupakan kewajiban yang diurus oleh pemerintah, maka ketika 

terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pemenuhannya, 

pemerintah harus bertanggung jawab. Artinya pemerintah harus mengelola dan 

mengurus dengan baik pelayanan umum agar kesejahteraan masyarakat tetap 

terwujud, dan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien 

terhadap kebutuhan masyarakat desa.  
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Maka dari situlah diperlukannya peningkatan pelayanan terhadap wilayah 

desa dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan baru yang sejalan dengan 

kebutuhan masyarakatnya. Pemikiran-pemikiran yang kreatif dan baru tersebut 

dapat dikatakan sebagai inovasi. Inovasi merupakan instrument untuk 

mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi 

kebutuhan secara lebih efektif, selain itu inovasi dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan strategi dan tindakan dalam pelayanan publik. Inovasi dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi 

masyarakat terutama untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang 

menampakkan hasil yang memuaskan Muluk (2008:43). Pada konteks yang lebih 

spesifik, yakni pada tataran pemerintah daerah, secara normatif dalam UU No.23 

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab XXI Pasal 386, disebutkan bahwa 

pengertian inovasi  pemerintah daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pembaharuan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja tata kelola pemerintah daerah, termasuk dalam peran 

pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan publik.  

Pelayanan publik yang tidak kalah penting untuk diperbaiki adalah pelayanan 

publik pada tingkat desa. Melalui suatu inovasi, pelayanan publik pada tingkat 

desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Salah satu pemerintah 

daerah yang meningkatkan kualitas pelayanan desa melalui inovasi adalah 

pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi merupakan kabupaten 
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terbesar di Pulau Jawa dengan luas daerah mencapai 5.782 kilometer persegi yang 

terletak di ujung paling timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Selat 

Bali. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, sebelah selatan 

berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Bentuk inovasi yang 

dikembangkan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas adalah program inovasi “Smart 

Kampung”.  

Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas lebih memilih istilah 

“Smart Kampung” dibandingkan “Smart City” karena basis wilayahnya adalah 

desa. Konsep smart kampung tersebut dibeberkan Bupati Abdullah Azwar Anas 

pada acara diskusi Smart Cities yang diselenggarakan Kedutaan besar Amerika 

Serikat di kawasan SCBD, Jakarta pada 28 Januari 2015 lalu. Program Smart 

Kampung resmi diluncurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo)  Rudiantara pada Selasa, 31 Mei 2016. Kabupaten Banyuwangi 

mengembangkan program inovasi Smart Kampung pertama karena banyaknya 

tuntutan masyarakat  untuk melayani secara cepat, akurat dan akuntable, kedua 

meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, ketiga mendekatkan 

pemerintah kepada masyarakat desa, keempat meningkatkan tumbuh kembang 

perekonomian masyarakat desa, dan kelima sebelum adanya Smart Kampung  

balai desa sangat tertutup, desa seolah-olah angker dimata masyarakat, urusan di 

desa hanya sebatas mengurus KTP, KK, dan sebagainya. Tetapi dengan adanya 
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Smart Kampung, Kantor Desa termasuk dalam pusat pelayanan atau kegiatan 

masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung, 

Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu 

komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi 

berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan 

efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas 

sendiri dengan tatanan kehidupan. Ruang lingkup program kerja pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 

2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart 

Kampung tersebut ditetapkan pada tujuh kriteria, yaitu (1) pelayanan publik, (2) 

pemberdayaan ekonomi, (3) kesehatan, (4) pendidikan, seni, dan budaya, (5) 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (6) kemiskinan, dan (7) informasi 

hukum.  

Program Smart Kampung terintegrasi dengan sistem perencanaan dan 

anggaran pemerintah desa/kelurahan, serta sistem pelayanan terpadu baik 

pelayanan perijinan maupun pelayanan non perijinan. Berbagai program dan 

kegiatan pemerintahan desa dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem ini (Smart 

Kampung). Berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik menjadi 

sasaran dari program Smart Kampung. Salah satu bentuk penyeleggaraan 

pemerintahan yang menjadi ruang lingkup dalam program Smart Kampung yaitu 
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penyelenggaraan pelayanan percepatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat menjadi salah satu fokus dari program Smart Kampung. Program 

Smart Kampung yang diintegrasikan dengan penyelenggaraan pelayanan 

diharapkan memberikan kepastian, kemudahan dan kemurahan biaya dalam 

menyelenggarakan pelayanan. Program smart kampung ini juga memberikan 

pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk dapat berkembang dan berdaya 

saing sehingga semua masyarakat di Kabupaten Banyuwangi tidak tertinggal dari 

daerah-daerah yang lain. Selanjutnya Smart kampung Banyuwangi telah 

menjangkau hingga desa-desa yang jaraknya puluhan kilo meter dari Kota. Pada 

sampai saat ini dari 189 desa yang tersebar di Banyuwangi, 80 desa sudah 

menjalankan smart kampung, dan di Banyuwangi telah ada 41 desa dan/atau 

kelurahan yang menjadi pilot project Smart Kampung, seperti desa yang ada di 

Ketapang, Purwoharjo, Kampunganyar, Tamansari, Pesanggaran, Wongsorejo, 

Glenmore, Siliragung, Muncar. 

Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi merupakan 

salah satu desa yang mengimplementasikan program smart kampung, dan 

program ini memberi kepercayaan kepada pihak desa untuk menjadi ujung 

tombak pelayanan publik. Adapun alasan memilih lokasi di Desa Ketapang 

Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi karena; pertama, Desa Ketapang 

merupakan desa yang cukup jauh dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga 

butuh waktu lama untuk mengurus urusan administrasi ke pusat Kota. Dari sisi  

tersebut, program smart kampung yang berbasis IT sangat efektif meningkatkan 
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pelayanan publik. Kedua dari program inovasi Smart Kampung, Desa Ketapang 

memiliki berbagai inovasi-inovasi pelayanan publik, seperti aplikasi inovasi 

pelayanan publik SIMDes. Dari aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat data 

kependudukan melalui handphone, jadi tidak perlu datang ke Kantor Desa. 

Ketiga, Desa Ketapang adalah salah satu desa yang mendapatkan penghargaan 

terbaik pada tahun 2018 dalam pelaksanaan program smart kampung dalam 

pelayanan publiknya dan juga merupakan desa yang menjadi pilot project yang 

menjalankan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga kita bisa 

mendapatkan gambaran yang lebih relevan. Maka dari itulah, lokasi ini sangat 

cocok untuk dijadikan lokasi penelitian.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertrik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Inovasi Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi Melalui Program Smart Kampung Dalam Rangka 

Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diajukan oleh penulis, maka 

rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:  

Bagaimanakah pelaksanaan inovasi pemerintah daerah melalui Program 

“Smart Kampung” dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Desa 

Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian suatu hakekat mengapa penelitian tersebut dilakukan dan 

diperdalam lebih lanjut, yang tentu harus sesuai dengan perumusan masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah :  

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan inovasi pemerintah 

daerah melalui Program “Smart Kampung” dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun kontribusi yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi Teoritis 

a. Diharapkan mampu menambah kajian dalam hal inovasi pemerintah 

daerah melalui program “Smart Kampung” dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik di Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya pada bidang Administrasi Publik 

2. Kontribusi Praktis  

a. Bagi Peneliti 
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Selain merupakan pemenuhan tugas akhir. Penelitian ini dapat 

menambah wawasan parktis dan teoritis peneliti tentang bagaimana 

menjalankan program inovasi pemerintah daerah melalui program 

“Smart Kampung” dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di 

Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

b. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran 

dalam meningkatkan kualitas inovasi pemerintah daerah melalui 

program “Smart Kampung” dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

c. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan 

pengetahuan dan bahan evaluasi mengenai pelaksanaan peningkatan 

kualitas inovasi pemerintah daerah melalui program “Smart 

Kampung” dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Desa 

Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan 

skripsi program sarjana (S1) Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Laporan 

skripsi ini terbagi dalam 5 bab, dimana masing-masing bab saling terkait satu 
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sama lain. Adapun mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini diuraikan 

sebagai berikut : 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bagian bab ini terdapat latar belakang penelitian yang 

menimbulkan suatu permasalahan serta berisi tentang mengapa 

dipilihnya tema dan judul penelitian. Selain itu juga terdapat rumusan 

masalah mengenai penelitian yang dilaksanakan, tujuan dari 

penelitian, manfaat dari penelitian, kontribusi dari penelitian dan 

sistematika penulisan itu sendiri.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat mengenai teori-teori serta pernyataan dari para 

ahli ilmu terkait dengan obyek dari apa yang akan diteliti oleh peneliti 

serta kerangka konseptual. Teori-teori yang dicantumkan tersebut 

digunakan untuk memperkuat dan juga memperjelas hasil analisis data 

yang ada dilapangan.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan ini, penelitian ini yang berisi tentang 

langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian. Seperti jenis 

penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan 
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sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis 

data, dan keabsahan data.   

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan menguraikan tentang 

obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini, menguraikan kesimpulan dari semua yang telah dibahas 

oleh peneliti, serta memberikan saran yang dianggap perlu dengan 

tujuan kearah yang positif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan untuk sebagai acuan dan pandangan kepada 

penulis tentang arah penelitian. Oleh karena itu, penulis mengulas penelitian 

terdahulu yang berkaita dengan penulisan penelitian Pelaksanaan Inovasi 

Pemerintah Daerah Melalui Program “Smart Kampung” Dalam Rangka 

Meningkatkan Pelayanan Publik studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro 

Kabupaten Banyuwangi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

rujukan diantaranya: 

Tabel 1 

Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penulis/Judul, 

Tahun 

Pembuatan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu dengan 

Penelitian Penulis 

1. Mohamad 

Yanuar Pratama: 

Inovasi Layanan 

Publik Mealalui 

Smart Card 

Pada Badan 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu (BPPT) 

Kabupaten 

Sidoarjo, 2016 

Metode analisis 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

-Meminimalisir 

maraknya praktek 

percaloan 

- Memudahkan 

masyarakat dalam 

melakukan proses 

perijinan 

-Program Smar Card 

berpengaruh positif 

terhadap kepentingan 

masyarakat.  

-.  

Perbedaan jurnal 

dengan penelitian 

penulis, yaitu fokus 

yang digunakan 

jurnal adalah 

standar pelayanan 

sedangkan penulis 

menggunakan fokus 

kualitas pelayanan 
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2. Pahmi Amri: 

Implementasi 

Pelayanan 

SAMSAT Corner 

Dalam Rangka 

Meningkatkan 

Pelayanan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor Pada 

SAMSAT Corner 

Galeria Mall 

Yogyakarta, 

2017 

Metode 

campuran yaitu 

dengan 

menggabungkan 

metode 

kuantitatif 

dengan metode 

kualitatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

pelayanan SAMSAT 

Corner Galeria Mall 

telah berjalan baik, 

memberikan dampak 

positif kepada 

masyarakat (wajib 

pajak) kendaraan 

bermotor. Namun 

regulasi yang 

mengatur secara 

khusus pelayanan 

SAMSAT Corner 

Galeria Mall belum 

optimal, sehingga 

dapat dikaji kembali 

agar bias membentuk 

peraturan yang jelas 

untuk pelayanan 

SAMSAT Corner.  

Perbedaan jurnal 

dengan penelititan 

penulis, yaitu 

metode yang 

digunakan jurnal 

adalah kuatitatif 

dan kualitatif 

sedangkan penulis 

hanya 

menggunakan 

penelitian kualitatif. 

Lalu fokus yang 

digunakan pada 

penelitian terdahulu 

yaitu implementasi 

kebijakan 

sedangkan penulis 

menggunakan fokus 

kualitas pelayanan.  

3.  Khusnul 

Fauziyah: 

Kepuasan 

Masyarakat 

Dalam 

Pelayanan 

Pembuatan Surat 

Keterangan 

Catatan 

Kepolisian 

(SKCK) Online 

Di POLRESTA 

Sidoarjo,2016  

Penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

- Program SKCK 

online ini berbasis IT 

sehingga 

mempermudah 

masyarakat dalam 

proses pelayanan 

- Masih adanya 

hambatan dalam 

proses pelayanan 

SKCK online tersebut, 

diantaranya yaitu 

masih adanya 

masyarakat yang 

belum mengetahui 

tentang perubahan 

proses layanan  

Perbedaan jurnal 

dengan penelitian 

penulis yaitu, 

melalui metode 

yang digunakan 

dalam berbetuk 

kuantitatif 

sedangkan penulis 

menggunakan 

metode kualitatif. 
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B. Administrasi Publik 

1. Definisi Administrasi Publik 

Secara etimologi kata administrasi berasal dari dua kata, ad dan ministrate, 

yang mempunyai makna membantu, melayani, atau memenuhi, serta ministrate 

yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan 

pemerintahan, pengelolaan. Administrasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai 

proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara 

terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Administrasi publik 

merupakan organisasi yang dibentuk oleh publik dengan aturan yang 

mengikatnya secara keseluruhan yang memiliki peran dalam pembangunan 

pemerintahan itu sendiri, masyarakat, serta sektor swasta (Suprayogi. 2011:2) 

Menurut Waldo yang dikutip oleh Prijono dan Mandala (2010:104) 

mengemukakan: “Administration is a type of cooperative human effort that has a 

high degree of rationality”. Berarti bahwa usaha bersama (cooperative human 

effort) menunjukkan bahwa administrasi berorientasi mencapai tujuan-tujuan 

yang tidak dapat dilakukan oleh satu individu. Derajat rasionalitas yang tinggi 

(high degree of rationality) menunjukkan bahwa administrasi menaruh perhatian 

pada keja sama yang dilakukan harus didasarkan juga pada pertimbangan efisiensi 

alokasi sumber daya.  

Menurut Zauhar (2001:33) yang sebenarnya dimaksud dengan administrasi 

publik tiada lain adalah proses kerja sama yang berlaku dalam organisasi publik 

untuk memberikan pelayanan kepada publik. Atau dengan rumusan yang lebih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

spesifik, administrasi publik adalah proses kerja sama dalam suatu organisasi 

publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. 

2. Paradigma Administrasi Publik 

Menurut Mulyadi, et al (2018:5) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik jika ditinjau dari prespektif ilmu administrasi publik dapat 

ditelusuri dari pergeseran dan pemaknaan terhadap paradigma dalam administrasi 

publik. Pergeseran paradigma tersebut memiliki implementasi nyata terhadap 

praktik penyelenggaraan administrasi publik untuk mendukung penguatan 

kapasitas birokrasi pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik menuju tata 

kelola kepemerintahan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat. Secara 

keilmuan, diakui bahwa administrasi publik telah mengalami perkembangan 

paradigma yang sangat pesat. Mulai dari periode klasik sampai dengan 

perkembangan yang  kontemporer saat ini. Perkembangan dan pergeseran 

paradigma tersebut sejalan dengan perkembangan berbagai urusan dan masalah 

dalam masyarakat dan kehidupan bernegara itu sendiri. Pergeseran paradigma 

pelayanan publik tersebut dari model administrasi publik tradisional (Old Public 

Administration) ke model manajemen publik baru (New Public Management), dan 

akhirnya menuju model pelayanan baru (New Public Service). Pergeseran 

paradigma administrasi tersebut menurut Denhardt and Denhardt (2003) dalam 

Mulyadi, et al (2018) dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Old Public Administration 
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Perkembangan dan pergeseran paradigm tersebut sejalan dengan 

perkembangan berbagai urusan dan masalah dalam masyarakat dan kehidupan 

bernegara itu sendiri. Pada periode klasik menegaskan bahwa domain 

administrasi publik berorientasi pada apa yang dilakukan oleh birokrasi 

pemerintahan berkenaan dengan persoalan-persoalan masyarakat termasuk 

dalam konteks pemberian pelayanan publik, lebih banyak menggunakan 

berbagai pendekatan, konsep dan teori organisasi, kebijakan publik, teknik-

teknik administrasi, dan manajemen klasik. Hal itu dengan pertimbangan 

bahwa pada saat itu, konsep-konsep birokrasi Weberian mendominasi 

pemikiran para pakar administrasi publik termasuk juga para praktis 

administrasi publik, sehingga orientasi administrasi publik klasik atau 

kemudian dikonsepsikan sebagai Old Public Administration (OPA), umumnya 

dipengaruhi oleh pemikiran dan penerapan birokrasi Weber dan prinsip-

prinsip ilmiah manajemen. Pada akhirnya hal tersebut berimplikasi pada 

praktik birokrasi pemerintahan yang tertutup dan keterlibatan atau partisipasi 

masyarakat sangat rendah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan 

termasuk dalam konteks pelayanan publik. Model Old Public Administration 

ini, kemudian melahirkan birokrasi pemerintahan dalam mengatur dan 

mengurus urusan dan masalah publik atau masyarakat serba kerahasiaan, 

tertutup, dan anti demokrasi, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat tidak tercapai secara optimal.  
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Pandangan Weber tentang birokrasi sebagai tiper organisasi ideal yang 

penuh rasional, yang menekankan kerahasiaan dan anti demokrasi tersebut, 

pada gilirannya ditentang oleh pemikiran Wilson (1887), yang 

mengkonstruksi  birokrasi agar lebih sejalan dengan iklim kebebasan dan 

demokrasi yang berkembang, sehingga birokrasi pemerintahan diharapkan 

untuk mengedepankan prinsip atau nilai keterbukaan dan tanggap pada 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa birokrasi pemerintahan 

dalam menjalankan tugasnya melayani kepentingan masyarakat pada 

umumnya perlu memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat serta 

keterlibatan masyarakat. Karena esensi demokrasi adalah kedaulata rakyat. 

Rakyat memiliki peran yang strategis dan penting dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam proses layanan publik. 

b. New Public Management  

Kelahiran New Public Management merupakan sebuah gerakan 

intelektual yang pada dasarnya dalam rangka pembaharuan pengelolaan 

praktik administrasi publik itu sendiri. Terkait dengan gerakan New Public 

Management ini, sesungguhnya banyak hal penting yang digagas untuk 

pembaharuan administrasi publik, seperti kompetisi pemerintah dan swasta 

dalam penyediaan pelayanan publik, insentif mekanisme pasar untuk 

menghilangkan patologi birokrasi, alternatif pelayanan yang lebih luas dengan 

mengurangi atau menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang 

dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah, menyediakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

pelayanan publik yang responsif dan lain-lain. Sementara doktrin yang 

digunakan adalah pemanfaatan pada manajemen yang professional, 

penekanan pada indicator kinerja sebagai kriteria utama, penekatan pada 

kontrol output, pergeseran pelayanan pada unit-unit yang lebih kecil, dan 

penghematan serta akuntabilitas yang lebih baik dari birokrasi pemerintah 

dengan manajemen terdesentralisasi (decentralized management) Reichard 

(2001) dalam Mulyadi, et al (2018:9). 

New Public Management dipandang sebagai pendekatan dalam 

administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk 

memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada 

birokrasi modern. Sementara terkait dengan upaya untuk melibatkan peran 

serta masyarakat dalam  kultur yang lebih partisipatif terlihat masih sangat 

minim. Kekurangseriusan New Public Management dalam memperhatikan 

nilai partisipasi dan/atau pendekatan partisipasi dalam pelayanan publik atau 

lebih luasnya praktik administrasi publik, yang lebih menekankan 

pengaplikasian nilai-nilai dalam sektor swasta, mendapatkan kritik yang lebih 

serius. Hal itu karena pilihan untuk mengintroduksikan nilai-nilai sektor 

swasta dinilai menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam praktik pelayanan 

birokrasi pemerintah bagi masyarakat yang lebih mendahulukan 

kewirausahaan daripada hak-hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. 
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Orientasi New Public Management yang melihat masyarakat sebagai 

customer, efisiensi dijadikan sebagai ukuran kerja dan bukannya 

responsiveness dalam administrasi publik, serta model administrasi publik 

lebih condong pada administrasi yang bersifat top down dan hirarkis dianggap 

kurang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan 

dalam reformasi birokrasi pemerintahan, terkait praktik pelayanan publiknya, 

sehingga lahirlah konsep baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik, 

yaitu New Public Service.  

c. New Public Service  

New Public Service merupakan pendekatan baru yang berorientasi 

kepentingan publik yang dilahirkan dari ketidakberhasilan New Publik 

Management dalam mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial. 

New Public Service dilahirkan juga karena penegasan terhadap pengaplikasian 

pendekatan positivistic dalam administrasi publik yang menilai administrasi 

publik bebas nilai dan hidup dalam fakta-fakta yang tampak di permukaan 

saja. Kenyataannya, menunjukan bahwa administrasi publik tidak sekedar 

berlandaskan pada fakta-fakta yang tampak dipermukaan, namun 

menyertakan nilai-nilai yang sering tidak kasat mata. Artinya bahwa 

administrasi publik tidak bebas nilai.oleh karena itu perlu dikembangkan 

pendekatan alternatif dalam administrasi publik yang lebih peka terhadap 

sistem nilai, menemukan makna yang sesungguhnya dibalik kenyataan 

faktual, pemanfaatan emosi dan perasaan dalam hubungan-hubungan antar 
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manusia agar mampu mengembangkan rasa empati dan akhirnya mampu 

mengambil tindakan atau respon yang efektif.  Perspektif New Public Service  

memberikan gambaran bahwa menjalankan organisasi publik, berbeda dengan 

mengelola organisasi bisnis seperti ide yang ditawarkan dalam perspektif New 

Public Management. Ide utama dari New Public Service adalah bahwa 

pemerintah harus melayani bukan mengarahkan dan pemerintah harus 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga Negara (citizens) 

bukan sebagai pelanggan (customers). Masyarakat sebagai warga Negara 

berhak mendapat perhatian utama dalam New Public Service, karena 

masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan arah 

pembangunan. Sehingga masyarakat dilihat sebagai aset penting yang harus 

diperdayakan.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai administrasi publik yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

intinya administrasi publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 

sekelompok orang (masyarakat) atau lembaga pemerintahan yang ada pada 

sebuah Negara yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan 

memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakatnya dengan cara 

melakukan, memikirkan, dan mengimplementasikan suatu gagasan yang 

memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan dalam mengatur dan mengurus 

berbagai urusan dan kepentingan publik yang efektif, efisien dan ekonomis 

serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.  Selanjutnya dalam 
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garis besar, tugas pemerintah dan birokrasinya dalam konteks administrasi 

publik adalah melakukan pemberdayaan bagi masyarakat agar dapat 

menjalankan perannya seoptimal mungkin dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk pelayanan publik.  Dalam aras perubahan tersebut, 

pada akhirnya membawa orientasi paradigma administrasi publik dari 

prespektif government menuju governance. Dalam perkembangannya 

prespektif ini telah menjadi sebuah paradigma baru dalam administrasi publik, 

yang mencandra bahwa urusan dan kepentingan publik bukan merupakan 

urusan pemerintah semata tetapi juga urusan pihak non-pemerintah dan 

masyarakat itu sendiri. 

 

C. Pelayanan Publik  

1. Definisi Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang 

belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut, bisa disebabkan oleh 

perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu 

dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan 

semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kondisi 

masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu 

memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, 

terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.  
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Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, dengan 

demikian Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum dapat dipahami sebagai. 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. 

Negara yang didirikan oleh publik tentu saja dengan tujuan dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat). Segala bentuk jasa 

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah 

(Jamaludin;2016:58-59) 

Menurut Mulyadi, et al (2018:43), Jika diinterpretasikan bahwa pelayanan 

publik merupakan aktivitas yang ditawarkan kepada pihak lain. Pelayanan bersifat 

intangible, artinya pelayanan tidak dapat dilihat, dicium, didengar, atau diraba 

sebelum dibeli dan dikonsumsi. Pelayanan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang 

menerima. Pelayanan merupakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai dan 

memberi keuntungan kepada pelanggan. Serta dikatakan bahwa pelayanan 

merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan.  Karakteristik 

pelayanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Berkaitan dengan intangibility atau tak berwujud, bahwa pelayanan tidak 

dapat dilihat, dirasakan, didengar, ataupun dicium sebelum dibeli atau 

dikonsumsi oleh pengguna.  
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2. Inseparability atau tak terpisahkan, maksudnya bahwa kegiatan pelayanan 

tidak dapat dipisahkan dari pemberi layanan, baik perorangan maupun 

organisasi serta perangkat mesin atau teknologi karena jasa umumnya 

diproduksi dan dikonsumsi sekaligus.  

3. Variability atau bervariasi, maksudnya bahwa pelayanan sangat beraneka 

ragam, tergantung siapa yang memberikan, kapan dan dimana, serta kepada 

siapa pelayanan diberikan. 

4. Perishability atau dapat dimusnahkan, bermakna bahwa pelayanan tidak bisa 

disimpan, sehingga pada dasarnya pelayanan dikonsumsi pada saat itu juga. 

Berdasarkan uraian tentang konsep pelayanan diatas dapat dimaknai bahwa 

pelayanan tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum 

pelayanan yang diberikan digunakan oleh pengguna. Karakteristik pelayanan 

yang bersifat tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah 

menunjukkan perbedaan mendasar antara pelayanan dan barang. Oleh karena 

itu proses penyampaian pelayanan kepada pengguna memerlukan desain yang 

berbeda dengan barang.  

Menurut Mediya (2013:15), Literatur kontemporer tentang layanan publik 

banyak mengupas akan pentingnya perubahan paradigma manajemen layanan 

publik yang lebih berorientasi kepada pemenuhan ekspektasi warga Negara 

sebagai konsumen, dalam bidang layanan tertentu perlu ditransformasikan bentuk 

organisasi publik yang lebih otonom dan fleksibel serta mengurangi rantai 

komando birokrasi yang kurang menekankan warga Negara sebagai konsumen. 
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Selanjutnya pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Bab I Pasal 1 Ayat 1 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

Berbagai pendapat mengenai pelayanan publik tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan publik dapat dimaknai sebagai aktivitas pelayanan yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta 

pengembangan pelayanan publik harus berorientasi kepada rakyat. Kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama 

dalam mengembangkan sistem pelayanan publik, untuk mengakomodir 

kepentingan masyarakat, maka dalam pelayanan publik harus memberdayakan 

masyarakat. Bagi instansi pemerintah, pelayanan publik yang diberikan tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari lembaga non-pemerintah. Kebutuhan 

masyarakat yang meningkat secara kualitas dan kuantitas membuat pemerintah 

tidak mampu memenuhinya sendiri. Untuk itu diperlukan pola kemitraan dengan 

lembaga non-pemerintah.  

 

2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Ruang lingkup pelayanan publik seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
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25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 3 menyebutkan bahwa ruang 

lingkup pelayanan publik meliputi: 

a. Pelayanan barang publik 

b. Pelayanan jasa publik 

c. Pelayanan administratif 

Selanjutnya dijelaskan secara terperinci pada pasal 4 bahwa pelayanan barang 

publik yang dimaksud pada pasal 3 huruf a meliputi: 

1) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

2) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan 

usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. 

3) Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Mengenai pelayanan jasa publik seperti yang dimaksud pada pasal 3 huruf b 

juga dijelaskan secara terperinci dalam pasal 5 yang meliputi: 
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1) penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

2) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

3) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 

tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Pelayanan administratif juga dijelaskan secara rinci pada pasal 6 sebagai 

berikut: 

1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. 

2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

i. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda warga Negara 
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ii. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta 

diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. 

3. Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Subarsono (2005:143), penyelenggaraan layanan publik merupakan 

proses yang sangat strategis karena didalamnya berlangsung interaksi yang cukup 

intensif antara warga Negara dengan pemerintah. Kualitas produk dan proses 

penyelenggaraan layanan publik dapat diamati, dirasakan, dan dinilai secara 

langsung oleh warga Negara, karena pelayanan publik merupakan tanggung 

jawab pemerintah, maka kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah ini menjadi salah satu indikator dari kualitas suatu pemerintahan. 

Menurut Mulyadi, et al (2018:43), Penetapan kualitas pelayanan dielaborasi 

dalam tiga sudut pandang. Pertama, pengaruh kebijakan pemerintah yang 

melaksanakan mandate dari masyarakat untuk melayani (amanah). Kedua, 

kualitas yang ditetapkan. Ketiga, penilaian terhadap birokrasi yang melakukan 

pelayanan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan 

komponen-komponen pelayanan, yang meliputi sebagai berikut: 

a. Prosedur pelayanan: prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian: ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
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c. Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 

d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan.  

Selanjutnya menurut Parasuraman et al dalam Ihsanuddin (2014:93), Kualitas 

layanan meliputi lima dimensi yaitu:  

a. Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, personilnya dan sarana 

komunikasi. Hal ini berkaitan dengan fasilitas fisik, penampilan karyawan, 

peralatan dan teknologi yang dipergunakan dalam memberi layanan, fasilitas 

fisik seperti gedung, ruang tempat layanan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas 

musik, AC, tempat parkir merupakan salah satu segi dalam kualitas jasa 

karena akan memberikan sumbangan bagi konsumen yang memerlukan 

layanan perusahaan. Penampilan karyawan yang baik akan memberikan rasa 

dihargai bagi pelanggan yang dilayani sedang dalam peralatan dan teknologi 

yang dipergunakan dalam memberikan layanan akan memberikan kontribusi 

pada kecepatan dan ketepatan layanan.  
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b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk menghasilkan kinerja 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan pasti. Hal ini berarti bahwa 

pelayanan harus tepat waktu dan dalam spesifikasi yang sama, tanpa 

kesalahan, kapanpun pelayanan tersebut diberikan.  

c. Responsiveness (keikutsertaan), yaitu kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Hal ini 

tercermin pada kecepatan, ketepatan layanan yang diberikan kepada 

pelanggan, keinginan karyawan untuk membantu para pelanggan (misal: 

customer service memberikan informasi seperti yang diperlukan pelanggan), 

serta adanya karyawan pada jam-jam sibuk (seperti tersedianya teller pada 

jam-jam sibuk).  

d. Assurance, yaitu kemampuan , kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Berkaitan 

dengan kemampuan para karyawan dalam menanamkan kepercayaan kepada 

pelanggan, adanya perasaan aman bagi pelanggan dalam melakukan transaksi, 

dan pengetahuan serta sopan santun karyawan dalam memberikan layanan 

kepada konsumen, pengetahuan, kesopanan dan kemampuan karyawan akan 

menimbulkan kepercayaan serta keyakinan terhadap perusahaan. 

e. Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. Hal ini 

berhubungan dengan perhatian atau kepedulian karyawan kepada pelanggan 

(misal: untuk menemui karyawan senior), kemudahan mendapatkan layanan 
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(berkaitan dengan banyaknya outlet, kemudahan mendapatkan informasi 

melalui telepon). Kepedulian karyawan terhadap masalah yang dihadapinya. 

Perusahaan memiliki objektifitas yaitu: memperlakukan secara sama semua 

pelanggan. Semua pelanggan berhak untuk memperoleh kemudahan layanan 

yang sama tanpa didasari apakah mempunyai hubungan khusus dengan 

karyawan atau tidak. 

Selain itu, publik dalam pelayanan dibedakan menjadi publik sebagai 

“citizens” dan publik sebagai “customers”. Publik sebagai citizens adalah 

masyarakat yang dapat berperan aktif dalam pelayanan. Peran masyarakat di sini 

adalah sebagai pemilik kedaulatan (stakeholder). Itulah sebabnya mereka dapat 

memainkan peran: (1) memenuhi kewajiban sebagai warga Negara seperti 

membayar pajak, (2) menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan 

(3) berperan aktif melaksanakan kontrol sosial terhadap pemerintah. Oleh karena 

itu, masyarakat dapat ikut serta memberikan penilaian pelayanan yang dilakukan 

pemerintah. 

4. Standar Pelayanan Publik 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar 

pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Setiap 
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penyelenggaraan pelayananan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai 

ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun 

penerima layanan.  

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan, menyebutkan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan 

Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 

a. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah 

dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau 

bagi masyarakat maupun penyelenggara.  

b. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat 

dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas 

dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

c. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.  

d. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan 

sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 

e. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

f. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, 

jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. 
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D. Inovasi Sektor Publik  

1. Definisi Inovasi Sektor Publik 

Menurut Mulyadi, et al (2018:69-71), Inovasi adalah proses memikirkan dan 

mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan 

kebermanfaatan dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan dan kepentingan 

publik. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka inovasi dalam administrasi publik 

bertujuan agar dapat menjawab beragam persoalan dalam praktik tata kelola 

kepemerintahan, termasuk dalam peran pemerintahan untuk pelayanan publik dan 

perwujudan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.   Selanjutnya 

menurut Damanpour (Dalam Suwarno, 2008:9) sebuah inovasi dapat berupa 

produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur 

dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. 

Muluk (2008:43) menambahkan bahwa inovasi juga merupakan instrument 

untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan 

memenuhi kebutuhan secara lebih efektif, selain itu inovasi dapat dimanfaatkan 

untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam pelayanan publik. Inovasi 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi 

masyarakat terutama untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang 

menampakkan hasil yang memuaskan. Inovasi dalam metode pelayanan adalah 

perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam 

memberikan pelayanan, serta inovasi dalam interaksi sistem yang mencakup cara 
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baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan 

kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (Muluk,2008:44-45). 

Definisi inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 (tentang 

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi) adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan 

yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Pada konteks 

yang lebih spesifik, yakni pada tataran pemerintah daerah, secara normatif dalam 

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab XXI Pasal 386, 

disebutkan bahwa inovasi pemerintah daerah adalah “semua bentuk pembaharuan 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.” Pembaharuan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintah daerah, termasuk dalam peran 

pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan publik.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, inovasi merupakan 

hal yang penting bagi sektor publik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pada 

bidang pelayanan. Adanya inovasi akan memunculkan berbagai hal-hal baru dan 

akan menyelesaikan persoalan lama yang tidak kuncung tuntas karena adanya 

banyak tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Inovasi 

dibutuhkan untuk mempermudah layanan publik dan akan menciptakan 
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keanekaragaman metode pelayanan, sehingga akan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

2. Karakteristik Inovasi Sektor Publik 

Dalam penerapannya inovasi memiliki atribut yang melekat didalam inovasi 

tersebut. Atribut inovasi yang dimaksud menurut Rogers dalam Suwarno 

(2008:16-18), antara lain sebagai berikut:  

a) Relative Advantage atau Keunggulan Relatif 

Para pengguna inovasi akan menilai apakah suatu  inovasi  itu relatif 

menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang  lainnya atau tidak. 

Untuk  pengguna inovasi yang menerima secara cepat  suatu inovasi, akan 

melihat inovasi itu  sebagai sebuah keunggulan. Keunggulan relatif adalah 

derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik dan unggul dari yang pernah 

ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi eknomi, 

sosial, kenyamanan, kepuasan dan lain-lain.  

Sebagai contoh para  adopter akan menilai apakah suatu  Inovasi  itu 

relatif menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang  lainnya atau tidak. 

Untuk  adopter  yang menerima secara cepat  suatu inovasi, akan melihat 

inovasi itu  sebagai sebuah keunggulan. Serta sebuah inovasi harus 

mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi 

sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi 

yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. 

b) Compatibility atau Kesesuaian 
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Kesesuaian (compatibility), yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai 

(values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Kesesuaian adalah 

derajat dimana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang 

berlaku, pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, 

jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma 

yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah 

sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (compatible). Adopter juga 

akan mempertimbangkan pemanfaatan inovasi berdasarkan konsistensinya 

pada nilai-nilai, pengalaman  dan kebutuhannya.. 

c) Complexity atau Kerumitan 

Kompleksitas adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu 

yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang 

dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula 

yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, 

maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Pengguna inovasi juga akan 

menilai tingkat kesulitan atau kompleksitas yang akan dihadapinya jika 

mereka memanfaatkan inovasi. Artinya bagi individu  yang 

lambat  mamahami dan menguasainya  tentu akan mengalami tingkat 

kesulitan lebih tinggi dibanding individu yang cepat memahaminya. Tingkat 

kesulitan tersebut berhubungan dengan  pengetahuan dan kemampuan 

seseorang untuk mempelajari istilah-istilah dalam inovasi itu. 

d) Triability atau Kemampuan untuk dapat diuji 
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Triability adalah derajat dimana suatu inovasi dapat diuji-coba batas 

tertentu. Suatu inovasi yang dapat di uji-cobakan dalam seting sesungguhnya 

umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, 

suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukan (mendemonstrasikan) 

keunggulannya. Kemampuan untuk dapat diuji bertujuan untuk mengurangi 

ketidakpastian. Mempunyai kemungkinan untuk diuji coba terlebih dahulu 

oleh para adopter untuk mengurangi ketidakpastian mereka terhadap inovasi 

itu. 

e) Observability atau Kemudahan diamati 

Observability adalah derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat 

oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, 

semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut 

mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif; 

kesesuaian (compatibility); kemampuan untuk diuji cobakan dan kemampuan 

untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat 

kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi. Dengan kemampuan untuk 

diamati akan mendorong adopter untuk  memberikan penilaian apakah inovasi 

itu  mampu meningkatkan status sosial mereka di depan orang lain sehingga 

dirinya akan dianggap sebagai orang yang inovatif. 

Atribut atau karakteristik dalam sebuah perkembangan inovasi menjadi hal 

yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi pemerintah atau perusahaan 

yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan 
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berhubungan erat dengan kesuksesan inovasi yang dilakukan. Inovasi harus 

memiliki keunggulan ataupun perbedaan tersendiri serta harus bisa diterima dan 

dirasakan oleh masyarakat agar inovasi yang dilakukan dapat dikatakan sebagai 

inovasi berhasil.  

3. Tipologi Inovasi Sektor Publik 

Menurut Muluk (2008:44) Secara umum berbagai bentuk inovasi yang dapat 

dilakukan dalam pemerintahan harus memiliki karakteristik tertentu, sehingga 

sesuatu yang dilakukan itu benar-benar dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi. 

Umumnya sesuatu hal yang dilakukan dalam pemerintahan dapat dikategorikan 

sebagai inovasi apabila memenuhi karakteristik berikut:  

1. Ada tidaknya kebaruan (novelty) dalam sebuah perubahan yang dilakukan;   

2. Ada tidaknya dampak positif atau kemanfaatan dari suatu inisiatif perubahan 

yang dilakukan oleh pemerintahan;  

3. Mampu tidaknya inisiasi perubahan memberi solusi terhadap masalah yang 

ada atau yang dihadapi saat itu;  

4. Harus berkesinambungan (tidak tergantung pada inisiator/konseptornya) dan 

dapat direplikasikan; 

5. Memiliki kompatibilitas dengan sistem di luar dirinya, tidak 

membentur/melanggar sistem yang telah ada. 

 

Inti dari inovasi adalah pembaharuan, baik itu dari konsep pelayanan hingga 

produk pelayanan yang digunakan oleh organisasi dalam mengevaluasi masalah-

masalah yang ada pada proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulgan & 

Albury dalam Muluk (2008:44-45) menunjukkan bahwa: “Succesful innovation is 

the creation and implementation of new process products service and methods of 

delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, 

effectivenss or quality” yang berarti bahwa inovasi yang berhasil merupakan 
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kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru 

yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektifitas, atau 

kualitas hasil.  

Namun dirasakan pernyataan di atas sudah berkembang jauh dari pemahaman 

awal tentang inovasi yang hanya mencakup inovasi dalam hal produk dan proses 

semata. Selanjutnya Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008:44-45) 

menunjukkan tipologi inovasi sebagai berikut : 

1) Inovasi produk atau layanan adalah perubahan bentuk dan desain produk 

atau layanan. 

2) Inovasi proses adalah pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan 

mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan 

yang dibutuhkan untuk berinovasi. 

3) Inovasi metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi 

dengan pengguna layanan atau cara baru dalam hal berinteraksi dengan 

pengguna layanan atau cara baru dalam memberikan pelayanan. 

4) Inovasi dalam strategi atau kebijakan adalah perubahan visi, misi, tujuan, 

dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. 

5) Inovasi sistem adalah interaksi sistem yang mencakup cara baru atau yang 

diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata 

lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

 
Gambar 1. Tipologi Inovasi Sektor Publik 

Sumber: Muluk (2008:45) 

 

4. Faktor Pendukung Inovasi Sektor Publik  

Inovasi sektor publik bukanlah sebuah kondisi yang dapat dengan sukses 

dijalankan dengan sukses dijalankan dengan sebatas niat saja apalagi terjadi 

dengan sendirinya. Dibutuhkan beberapa faktor kritis untuk menjamin 

keberhasilannya. Menurut Muluk (2008:49) menyebutkan bahwa inovasi sektor 

publik bukanlah sebuah kondisi yang dapat dengan sukses dijalankan dengan 

sebatas niat saja apalagi terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan beberapa faktor 

kritis untuk menjamin keberhasilannya. Tanpa kehadiran faktor-faktor ini, maka 

terjadinya inovasi pemerintahan akan menjadi sulit terealisasikan. Beberapa 

faktor kritis tersebut antara lain: kepemimpinan yang mendukung inovasi, 

pegawai yang terdidik dan terlatih, budaya organisasi, pengembangan tim dan 

kemitraan, serta orientasi pada kinerja yang terukur. Kepemimpinan yang 

mendukung proses inovasi merupakan syarat utama bagi terjadinya inovasi 
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pemerintahan. Tanpa kepemimpinan yang efektif maka sulit sekali mengarahkan 

program pemerintahan yang mendukung proses inovasi. Kepemimpinan ini tidak 

hanya berarti adanya pemimpin yang mendukung proses inovasi namun juga 

melibatkan adanya arahan strategis proses inovasi yang menjadi landasan 

operasional proses inovasi bagi seluruh elemen organisasi. Proses inovasi 

membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan, mampu 

menyadarkan banyak pihak akan arti penting inovasi, dan mampu menggerakkan 

serta memberi teladan yang mendukung proses inovasi.  

Aspek penting lain dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level 

inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak level inovasi yang 

berlangsung. Umumnya sebagian besar inovasi  yang dilakukan memiliki level, 

dimana setiap level memiliki dampak yang dapat mempengaruhi berlangsungnya 

inovasi tersebut. Muluk (2008:46) mengatakan kategori level inovasi oleh Mulgan 

dan Albury terdiri dari incremental, radikal, sampai transformative : 

a. Inovasi incremental berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-

perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian 

besar inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan 

terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun 

demikian, inovasi incremental memainkan peran penting dalam pembaruan 

sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan 

secara terus menerus dan mendukung rajutan pelayanan yang responsive 
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terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah 

uang. 

b. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau 

pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam dalam proses 

keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena 

membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki 

resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa 

perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan 

pengguna layanan yang lama terabaikan. 

c. Inovasi transformatif atau sistematis membawa perubahan dalam struktur 

angkatan kerja dan keorganisasian dengan mentranformasikan semua sektor 

dan secara dramatis mengubah hubungan keorganisasian. Inovasi jenis ini 

membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya, dan 

organisasi. Inovasi ini bersifat lebih mendalam karena mancakup struktur 

system keorganisasian. 

Selanjutnya menurut Muluk (2008:55) kemampuan berinovasi pegawai akan 

berkelanjutan jika disediakan akses terhadap teknologi dan pengetahuan mutakhir. 

Akses ini merupakan sarana adopsi pengetahuan yang senantiasa dibutuhkan 

untuk berinovasi. Penyediaan akses yang memadai bagi pegawai adalah sama 

pentingnya dengan melakukan pengembangan pegawai itu sendiri. Tanpa akses 

yang memadai maka pengetahuan dan keahlian pegawai akan cepat usang karena 
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tertinggal dengan kemajuan pengetahuan yang berkembang secara dinamis, dalam 

rangka inilah dibutuhkan adanya pengembangan tim kerja dan pembelajaran. 

5. Faktor Penghambat Inovasi Sektor Publik  

Selain itu, ada berbagai faktor penghambat adanya sebuah inovasi di sektor 

publik. Menurut Muluk (2008:57) selama proses pelaksanaan inovasi pada suatu 

organisasi sektor publik, ada kalanya mengalami hambatan-hambatan yang dapat 

menghalangi suatu organisasi publik dalam mencapai tujuan dari inovasinya. 

Berbagai faktor penghambat dari adanya inovasi di sektor publik tersebut antara 

lain: 

a. Manajemen kinerja inovasi, inovasi akan sulit dinilai jika tidak disediakan 

manajemen kinerja inovasi. Manajemen kinerja inovasi ini meliputi 

penyusunan, pengukuran, dan apresiasi kinerja inovasi. Kinerja inovasi 

dibutuhkan karena inovasi yang terukur akan memudahkan pelaksanaannya. 

Sering kali sebuah program sulit dijalankan hanya karena tidak terdefinisi 

dengan baik dan tak jelas tolak ukurnya.  

b. Mengukur kinerja inovasi, mengukur kinerja inovasi  sangat dibutuhkan 

didalam inovasi di sektor publik agar semua pihak juga dengan jelas dapat 

membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Jika kita dapat melihat 

sebuah keberhasilan maka kita juga akan dengan mudah menghargai 

keberhasilan. Kemampuan untuk membedakan antara keberhasilan dan 

kegagalan penting untuk menunjukkan keberhasilan kepada masyarakat 

sehingga akan dengan mudah meraih dukungan dari segala pihak untuk 
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melanjutkan program inovasi. Dukungan berbagai pihak dibutuhkan untuk 

memperkuat posisi inovasi sehingga program inovasi dapat berlangsung 

secara berkelanjutan. 

c. Pengembangan jaringan inovasi, dibutuhkan karena inovasi sektor publik 

akan lebih lestari dan membawa dampak lebih luas jika inovasi melibatkan 

para pihak yang lebih luas. Inovasi tidak berada dalam ruang hampa yang 

terbebas dari pengaruh lingkungan. Inovasi harus senantiasa berinteraksi 

dengan lingkungan karena inovasi dipengaruhi oleh lingkungan. 

Pengembangan jaringan inovas melibatkan 3 hal penting, yakni identifikasi 

pihak luar yang harus dilibatkan, metode pelibatan pihak luar dan instrument 

yang paling efektif dalam memanfaatkan jaringan inovasi.  

 

E. Pemerintahan Desa  

Otonomi desa merupakan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat 

untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dalam 

pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi 

desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari bangsa Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebsan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, 
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persatuan, dan kesatuan bangsa dalam ikatan  Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Widjaja, 2003:66) 

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang 

penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu 

proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

(Surasih, 2006:23). Selanjutnya secara administratif desa berada di bawah 

Pemerintahan Kabupaten, hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa 

dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem 

pemerintahan. Yang berarti telah membawa perubahan yang mendasar dalam 

sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat 

luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, 

pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan 

Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan 

penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, dimana penataan 

Administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung 
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penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah 

penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. 

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, 

khususnya Pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat 

diarahkan untuk dapat untuk menciptakan pemerintahan yang peka terhadap 

perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa : 

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan 

keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia 

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa 

4. Mendorong prakarsa,gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama 

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, 

serta bertanggung jawab 

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum 
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7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan 

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari 

ketahanan nasiona 

8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional 

9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang menyediakan informasi atau mendeskripsikan 

tentang topik dan responden penelitin yang terlibat, tujuan utama penelitian 

deskriptif ialah untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai 

responden dan memdiskusikan isu-isu yang muncul dalam topik penelitian 

tersebut  (Bandur, 2016:49). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk 

memahami fenomena atau latar belakang yang dialami oleh subjek penelitian 

yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan misalnya 

perilaku, motivasi, tindakan, dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kutipan-kutip data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut 

mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, wawancara atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif, dan istilah 

kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian 
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kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum 

terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan (Basrowi dan Suwandi, 

2008:20-23), dengan melihat beberapa penjelasan maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, serta menjabarkan 

Pelaksanaan program “Smart Kampung” yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan 

penggunaan penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode 

yang cocok untuk mengetahui tentang inovasi pemerintah daerah melalui “Smart 

Kampung” di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.  

 

B. Fokus Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dalam 

penyusunannya dan menyertakan pendekatan kualitatif. Melalui penetapan fokus 

penelitian, dapat membatasi studi agar menjadi lebih terarah dan tidak melebar 

pada masalah yang lebih luas sehingga informasi yang diperoleh pada saat 

melakukan penelitian menjadi lebih relevan dengan topik permasalahan. Aspek-

aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

Pelaksanaan inovasi pemerintah daerah melalui Program “Smart Kampung” 

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan teori dari Rogers dalam 

Suwarno (2008:16) mengenai atribut inovasi. Selain atribut inovasi yang 

dikemukakan oleh Rogers ditambahkan pula mengenai faktor peningkatan 
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kualitas pelayanan publik. Sehingga atribut inovasi yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Relative Advantage atau Keunggulan 

b. Compatibility atau Kesesuaian 

c. Complexity atau Kerumitan 

d. Triability atau Kemampuan untuk dapat diuji  

e. Observability atau Kemampuan untuk dapat diamati 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terhadap objek yang akan diteliti atau tempat dimana peneliti menggali informasi 

dan mengumpulkan data-data relevan di lapangan yang dibutuhkan untuk 

penulisan. Lokasi penelitian pada skripsi ini berada di Kabupaten Banyuwangi. 

Kabupaten Banyuwangi dipilih karena berhasil mendapatkan beberapa 

penghargaan dibidang pelayanan publik. 

Situs penelitian adalah menunjukan dimana sebenarnya peneliti dapat 

menganalisis keadaan dari objek yang akan diteliti, sehingga nantinya keakuratan 

data yang dibutuhkan oleh peneliti. Maka situs penelitian ini berada di Kantor 

Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro. 
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D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam Basrowi dan Suwandi 

(2008:169) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain sebagainya. Sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan 

melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian sebagai dasar 

pembahasan. Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Informan 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu 

dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi 

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. 

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan 

narasumber, partisipan atau informan (Sugiyono, 2014:216). Subjek penelitian 

ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian melalui wawancara. Informan adalah 

seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan 

tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan 

terpercaya (Moleong, 2016:97). Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, 

keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan 

atau permasalahan yang diteliti. 
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Kriteria informan yang penulis pilih adalah Kepala Desa Ketapang dan 

Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Ketapang yang berhubungan langsung 

dengan pengimplementasian program inovasi Smart Kampung. Informan 

terdiri dari dua orang penerima layanan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-halatau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa metode 

dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu 

laporan yang sudah tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengumpulan data dengan menggunkan metode dokumentasi adalah 

pengumpulan data dengan mencatat, menyalin, dan mendokumentasikan data 

yang sudah ada sebagai hasil penelitian. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian karena: 1) 

merupakan sumber data yang stabil kaya dan mendorong, 2) berguna sebagai 

bukti untuk suatu pengujian, 3) sesuai dengan penelitian kualitatif yang 

sifatnya alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks, 4) 

tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi, dan 5) hasil 

pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan profil 

Kabupaten Banyuwangi dan Desa Ketapang, sarana dan prasarana, dan 
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menelaah konteks sosial yang dapat menggambarkan subyek atau obyek yang 

diteliti sehingga memperoleh informasi yang maksimal. 

3. Fenomena 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau 

gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap 

tentang fenomena yang dikaji daripada mrincinya menjadi variabel-variabel 

yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam 

tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Peneliti 

diharapkan dapat mengungkap hal-hal mendalam. Di sini peneliti dituntut 

untuk memiliki kepekaan teoretik mengenai topik atau tema yang diteliti. 

Dengan menggunakan metode fenomena merupakan memusatkan perhatian 

pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji 

secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. 

Tugas peneliti ialah menggali sesuatu yang tidak tampak tersebut untuk 

menjadi pengetahuan yang tampak.  

  

E. Jenis Data 

Jenis data lebih cenderung pada data apa yang harus dikumpulkan oleh 

peneliti. Berdasarkan kenyataan di lapangan informasi yang diperoleh adalah data 

tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya data mengenai tingkat kepuasan kerja, 

tingkat motivasi, pengembangan karir, perilaku kepemimpinan, prestasi kerja, 

kualitas pelayanan, hubungan personal, kemampuan, dan sikap karyawan dalam 
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mengemban tugas, dan sebagainya. Jenis data juga bisa diperoleh ketika kita 

melakukan wawancara secara langsung dengan responden, maka data yang 

dihasilkan berupa lisan dan ekspresi. Selanjutnya sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian 

berjalan, sumber data yang diperoleh lewat kegiatan wawancara atau 

perolehan data-data langsung yang memiliki korelasi dengan topik yang 

diangkat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melalui 

informan: 

a) Bapak H. Slamet Kasihono S.Ag selaku Kepala Desa Ketapang 

b) Bapak Rahmadinata Syafa’at S.SI selaku Kepala Seksi Pemerintahan di 

Kantor Desa Ketapang 

c) Ibu Hamsiatika selaku Masyarakat Penerima Layanan 

d) Ibu Kartini selaku Masyarakat Penerima Layanan 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

sekunder didapat melalui perantara orang lain yang bisa diambil dari media 

elektronik maupun cetak, literature dan lain sebagainya. Dan sumber data 

sekunder berupa dokumen, catatan arsip serta laporan-laporan resmi yang 
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berhubungan dengan pelaksanaan program “Smart Kampung” di Kabupaten 

Banyuwangi : 

a) Arsip-arsip, dokumen maupun laporan yang terkait dengan pelaksanaan 

program “Smart Kampung” di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi, 

seperti: 

- Profil perkembangan desa ketapang pada tahun 2018 dalam bentuk file 

PDF. 

- Pemdes ketapang tahun 2018 dalam bentuk file PDF. 

- Sosialisasi pengenalan Smart kampung yang dipresentasikan di Jakarta 

pada tahun 2018 

b) Buku referensi, jurnal, artikel, maupun situs resmi yang berkaitan dengan 

pokok bahasan penelitian ini.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014:401) teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini antara lain : 

1. Observasi  

Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi menurut Nasution 

dalam Sugiyono (2014:226), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, 
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para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering 

dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda 

yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda 

ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Observasi sangat relevan 

untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk 

mendalami masalah penelitian.  Pada intinya, peneliti melakukan pendekatan 

pada narasumber dalam penelitian serta mengamati langsung dokumen-

dokumen serta survey lapangan yang mendukung peneliti mengenai program 

“Smart Kampung” di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara. Menurut Sugiyono (2014:137) Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Penggunaan teknik wawancara sangat 

signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-

masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini 

dilakukan wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan sesuai 

dengan tema peneliti kepada narasumber yang sesuai dengan data yang ingin 

diperoleh. 
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3. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi menurut Sugiyono (2014: 329) 

adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Serta ditambahkan 

peraturan-peraturan dan referensi dari internet untuk mendapatkan informasi 

terkait penelitian yang dilakukan sehingga lebih relevan. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

atau memperoleh data-data yang relevan dalam rangka memecahkan dan 

menjawab pertanyaan seputar permasalahan yang terjadi sehingga diangkat oleh 

peneliti yang terdapat pada rumusan masalah. Instrumen yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti Sendiri 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang dapat melengkapi data 

dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara. Peneliti terujun ke lapangan sendiri, dengan cara menyaksikan 
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dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program “Smart Kampung”. 

2. Pedoman Wawancara 

Hal ini berguna sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar 

wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah terhadap pelaksanaan 

program “Smart Kampung”, serta berguna untuk membatasi dan mengarahkan 

peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian. 

3. Catatan Lapangan 

Digunakan selama dilapangan sebagai alat bantu bagi penulis untuk mencatat 

hal-hal penting selama melakukan penelitian. 

4. Alat Dokumentasi 

Digunakan selama dilapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang 

mungkin belum didapat dari dokumen tertulis. Dalam penelitian ini alat 

dokumentasi yang digunakan antara lain hand phone dan laptop. 
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H. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

dalam penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Namun demikian, dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Moleong. 

2016:280) 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

model interaktif Milles, Huberman dan Saldana (2014:33). Analisis model ini 

terdapat empat alur kegiatan, antara lain: 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pada tahap ini, peneliti 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Data 

dikumpulkan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan berbagai 

pihak yang terkait dengan permasalahan, serta dokumentasi berupa foto. Data 

diperoleh dari situs penelitian yang dapat langsung diperoleh dari Kantor Desa 

Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. 

2. Data Condensation (Kondensasi Data) 
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Kondensasi data merupakan proses memilih data, memfokuskan, 

menyederhanakan meringkas data yang ada baik itu dari tulisan, catatan 

lapangan, hasil transkrip, wawancara, dokumentasi, arsip dan bahkan empiris 

lainnya. Adanya kondensasi data akan mempermudah peneliti dalan 

mendapatkan gambaran serta memahami data yang telah didapat. Kondensasi 

data dilakukan dengan cara menuangkan data yang diperoleh dari lapangan ke 

dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Kemudian laporan tersebut 

disederhanakan, dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok yang dianggap penting. 

Kondensasi data dilakukan secara terus menerus, baik selama proses 

penelitian berlangsung maupun pada tahap analisis selanjutnya, yakni 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

3. Data Display (Penyajian Data) 

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam 

bentuk uraian, tabel, bagan, maupun gambar sehingga menjadi kumpulan 

informasi yang sangat membantu dan mempermudah peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian data diproses melalui seleksi, 

penyederhanaan dan pemfokusan yang ada dalam catatan lapangan yang 

terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian dilaksanakan atau dapat 

disebut dengan kondensasi data.  

4.  Conclusions Drawing/Verifying (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi) 
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. Bila data yang disajikan didukung dengan data-data 

yang akurat, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. Tahap terakhir 

yaitu semua data yang sudah tepat dan menjawab permasalahan yang 

diangkat, disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dalam 

mengadakan penarikan kesimpulan.  

Tahapan-tahapan dalam analisis data model interaktif diatas, dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33) 
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I. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data 

hasil penelitian adalah valid, reliable dan obyektif. Penelitian kualitatif harus 

mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam sebuah 

penelitian kualitatif sangat penting. Menguji keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono. 2014:267) 

 Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi dengan berbagai 

sumber. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Selanjutnya pendekatan triangulasi dilakukan menurut: 

1. Sudut pandang Kepala Desa Ketapang dan operator Smart Kampung 

Desa Ketapang sebagai pihak pelaksana Smart Kampung 

2. Sudut pandang Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Desa Ketapang 

sebagai pihak yang pelaksana Smart Kampung 

3. Sudut pandang masyarakat Desa Ketapang sebagai penerima layanan 

Smart Kampung 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Situs Penelitian   

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi 

a. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi 

Jawa Timur terletak antara 110,0’ BT hingga 114,4’ BT dan garis 

lintang 7,12’ LS dan 8,48’ LS dengan luas wilayah 47.157,72 km2. Secara 

umum Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur 

daratan dengan luas hampir 90% wilayah Jawa Timur dan wilayah 

kepulauan Madura yang hanya 10%. Salah satu Kabupaten yang berada di 

Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten 

Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km dengan daerah yang 

berkawasan hutan. Hal itu dapat dibuktikan dengan perbandingan antara 

kawasan hutan dengan kawasan lainnya, untuk area kawasan hutan 

mencapai 183.396,34 ha, daerah persawahan sekitar 66.152 ha, daerah 

perkebunan mencapai 82.143,63 ha sedangkan daerah pemukiman 

mencapai 127.454,22 ha. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis 

pantai sekitar 178,5 km, serta memiliki Pulau sejumlah 13 buah. Secara 

geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. 

Dengan batas wilayah sebagai berikut:  
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a. Sebelah Utara: Kabupaten Situbondob 

b. Sebelah Timur: Selat Bali 

c. Sebelah Selatan: Samudera Indonesia 

d. Sebelah Barat: Kabupaten Jember dan Bondowoso 

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi 

terletak di antara 7º 43`–8 º 46`Lintang Selatan dan 113º 53`-114º 

38`Bujur Timur.Secara topografis, bagian barat dan utara pada umumnya 

merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan 

dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat 

dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding 

dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar 

mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah 

hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. 

Kabupaten Banyuwangi mempunyai jumlah penduduk mencapai 

1.652.387 Jiwa dengan Sex Ratio 99%. Kabupaten Banyuwangi memiliki 

24 Kecamatan dengan 189 Desa dan 28 Kelurahan. 

b. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi 

Visi misi ini merupakan perwujudan dari visi misi pasangan H. 

Abdullah Azwar Anas—Yusuf Widyatmoko yang telah memenangkan 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada 10 Juli 2010. Visi 
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merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai 

dalam jangka waktu tertentu. Perumusan visi dapat dilakukan melalui cara 

pengumpulan informasi mengenai keadaan daerah yang bersangkutan 

melalui informasi normatif, informasi visioner, dan informasi teknis. 

Sesuai dengan hasil pemilu di Kabupaten Banyuwangi terpilih pasangan 

H. Abdullah Azwar Anas—Yusuf Widyatmoko yang telah membuat visi 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai berikut: 

‘TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG 

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI 

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA’ 

 

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah 

daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh 

agar secara setahap demi setahap misa mengurangi ketergantungan 

terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama 

dengan daerahdaerah lain yang saling menguntungkan. 

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh 

semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya 
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kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh 

infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan 

kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan 

masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat 

meningkatkankesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta 

adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-

kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa 

kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar 

kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya 

keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi 

mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar 

kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta 

berakhlaqul mulia. 

3. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh 

semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan 

bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya 

kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, 

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh 

infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan 

kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan 

masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat 
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meningkatkankesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta 

adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-

kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa 

kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar 

kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya 

keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi 

mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar 

kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta 

berakhlaqul mulia. 

4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan 

pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah 

Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. 

Selanjutnya misi Kabupaten Banyuwangi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, 

partisipatif dan transparan. 

2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku 

usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercapat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada 
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pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian 

lingkungan. 

4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi 

investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk 

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. 

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber 

daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 

6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 

7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan 

sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kearifan lokal. 

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan 

bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan 

peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang 

berkeadilan. 

2. Gambaran Umum Desa Ketapang 

a. Kondisi Geografis Desa Ketapang 

Ketapang adalah sebuah desa di Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. 

Dinamakan "Ketapang" karena di daerah tersebut banyak tumbuh pohon 
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ketapang (Terminallia catappa). Desa ini dikenal karena pelabuhan 

penyeberangan dengan ferinya yang terhubung ke Pelabuhan Gilimanuk di 

Melaya, Jembrana, Bali. Desa Ketapang terdiri dari 5 Dusun, 33 Rukun 

Warga (RW) dan 88 Rukun Tetangga (RT). Desa Ketapang mencakup 

wilayah yang cukup luas di mana pesisir pantainya berupa pelabuhan dan 

kawasan industri, sedangkan semakin ke barat adalah wilayah hutan 

dengan gugusan bukit kapur. Desa ini dilewati saat melintasi Jalur Pantura 

Banyuwangi-Situbondo. Wilayah pelabuhan ini mulai dibangun pada 

dekade 1980-an saat otoritas pelabuhan Indonesia, Pelindo III menemukan 

lokasi yang akhirnya disebut Tanjung Wangi ini lebih cocok untuk 

didirikan pelabuhan besar dibandingkan dengan area Pelabuhan Boom 

yang sangat dekat dengan dengan Kota Banyuwangi. Selain Pelabuhan 

Tanjung Wangi (Pelabuhan Meneng), ada juga Pelabuhan Ketapang yang 

menjadi penghubung Pulau Jawa dan Bali dengan moda transportasi kapal 

feri. Karena ada pelabuhan ini, di bagian pesisir Desa Ketapang mulai 

berdiri beberapa pabrik-pabrik maupun gudang industri seperti halnya di 

Bulusan dan Klatak, seperti misalnya Terminal Aspal Curah, Bulog 

Pergudangan Ketapang I dan II, Semen Gresik, dan Djakarta Lloyd. Selain 

itu di area ini juga berdiri Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi. Untuk 

mendukung keberadaan pelabuhan juga dibangun fasilitas transportasi lain 

seperti Stasiun Banyuwangi Baru dan Terminal Sritanjung. Sedangkan 
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bagian barat desa diisi dengan perkampungan warga dan hutan dengan 

gugusan bukit kapur. Di area ini banyak dibangun perumahan-perumahan, 

sekolah-sekolah seperti SMP Negeri 1 Kalipuro dan SMK Negeri 1 

Kalipuro. 

b. Kondisi Demografis Desa Ketapang 

 

Gambar 3. Kondisi Demografis Desa Ketapang.  

Sumber : Kantor Desa Ketapang  

Penduduk Desa Ketapang sangat beragam, terbagi atas Suku Madura, 

Suku Osing, Suku Jawa, Suku Bali dan lainnya. Adanya Penduduk dari 

Suku Madura ini dikarenakan letak Desa Ketapang yang berdekatan 

dengan Kecamatan Wongsorejo yang mayoritas penduduknya dari Suku 

Madura dan karena terhubung langsung dengan gerbang Pulau Bali maka 
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banyak warga Bali yang mendiami desa ini sebagai pemiliki usaha hotel 

dan restoran maupun tinggal biasa.  

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Ketapang pada Tahun 2018 

No. Keterangan Jumlah 

1. Jumlah laki-laki (jiwa) 10.002 

2. Jumlah perempuan (jiwa) 10.107 

3. Jumlah Total (jiwa) 20.109 

4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 6.700 

5. Kepadatan Penduduk (per Km) 533 

Sumber : Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan data tahun 2018, desa yang luas wilayahnya sebesar 

24,51 % dari luas keseluruhan kecamatan ini, berpenduduk sejumlah 

20.109 jiwa, yang terdiri dari 10.002 laki-laki dan 10.107 perempuan. 

Artinya desa ini memiliki rasio jenis kelamin sebesar 98,26. Jumlah 

penduduk ini terdiri dari komposisi 3.302 jiwa usia 0-14 tahun, 4.973 jiwa 

15-29 tahun, 5.185 jiwa 30-44 tahun, 4.235 jiwa 45-59 tahun dan 2.414 

jiwa 60 tahun ke atas.  

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Ketapang 

pada Tahun 2018 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pertanian  1.150 jiwa 

2 Perkebunan  338 jiwa 
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3 Kehutanan  372 jiwa 

4 Perikanan  101 jiwa 

5 Peternakan  1.633 jiwa 

6 Pertambangan  23 jiwa 

7 Industri 883 jiwa 

8 Perdagangan  912 jiwa 

9 Sektor jasa  451 jiwa 

Sumber : Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi 

Pekerjaan warga juga beragam, seperti karyawan industri, pegawai 

yang bekerja di Kota Banyuwangi, operator pelabuhan, PNS dan nelayan 

dengan angka di bidang pertanian sebanyak 1.150 jiwa, perkebunan 

sebanyak 338 jiwa, kehutanan (372 jiwa), perikanan (101 jiwa), 

peternakan (1633 jiwa), pertambangan (23 jiwa), industri (883 jiwa), 

perdagangan (912 jiwa) dan sektor jasa sebanyak 451 jiwa. 

 

 

c. Struktur Organisasi Desa Ketapang 

Susuna organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-

seksi yang merupakan tanggung jawabnya. Adapun susunan organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4. Struktur Organisasi Desa Ketapang.  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 

 

Berikut uraian wewenang dari struktur organisasi desa ketapang: 

1. Kepala desa 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan beberapa 

wewenang antara lain: 

a. Memimpi penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB 

desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. Membina kehidupan masyarakat desa 

f. Membina perekonomian desa 

g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif 

h. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk 

kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 

a. Bersama Kepala Desa melakukan pembahasan rancangan peraturan 

desa 

b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta 

menyalurkan aspirasi masyarakat 

f. Menyusun tata tertib BPD 

3. Sekretaris Desa 

a. Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintah, 

pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa 
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b. Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan 

masyarakat 

4. Kepala Urusan Pemerintahan 

a. Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait 

rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut 

pemerintahan desa 

b. Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintah desa 

5. Kepala Urusan Pembangunan 

a. Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan di desa 

b. Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun 

hal-hal yang menyangkut pembangunan desa  

6. Kepala Urusan Umum 

a. Memberikan pelayanan umumserta tugas surat menyurat  

b. Melakukan pemeliharaan dan pelestarian asset-aset pemerintah 

c. Melakukan pembinaan serta pelayanan administrasi kependudukan 

dan perizinan 

7. Kepala Urusan Keuangan 

a. Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan 

b. Sebagai pelaksana kegiatan dalam upaya pembinaan perekonomian 

desa serta melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada di desa 

8. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 
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a. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, 

administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat 

b. Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan 

penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa 

9. Kepala Dusun 

a. Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman, dan 

ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya 

b. Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya 

d. Sebagai pelaksana kebijakan desa 

d.Visi dan misi Desa Ketapang 

Visi yang ada pada Desa Ketapang adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan baik 

pendidikan formal dan non formal yang didukung dengan sektor 

kesehatan. 

Selanjutnya Misi Desa Ketapang adalah : 

1. Menciptakan situasi aman, damai, tentram dan kondusif serta 

mengoptimalkan tugas dan fungsi kemasyarakatan 
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Gambar 5. Visi Misi Desa Ketapang.  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 

 

3. Smart Kampung  

 Kabupaten Banyuwangi sudah mempunyai banyak prestasi di beberapa 

bidang. Terhitung dari bulan Juni tahun 2016 Kabupaten Banyuwangi sudah 

menyabet tujuh penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan 

tersebut antara lain seperti: penghargaan 401 dari Basarnas 2016, Seksi Wartawan 

Olah Raga (SIWO) Award 2016, TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016 

(penanganan jamban), UNWTO Awards for Excellence and Innovation in 

Tourism 2016, Penghargaan Kebudayaan PWI Indonesia 2016, Penghargaan 

Green City dalam Indonesia Green City Award 2016, dan Penghargaan 

Perpusseru 2016 untuk Perpustakaan Banyuwangi. Dengan banyaknya prestasi 
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yang telah diperoleh Kabupaten Banyuwangi yang salah satunya dalam inovasi 

pelayanan publik, smart kampung sebagai salah satu program inovasi pelayanan 

publik satu-satunya yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Program inovasi 

Smart kampung ada ketika konsep smart city sudah banyak diterapkan diberbagai 

kota-kota di Indonesia. Dengan mengadopsi istilah smart city kini Bupati 

Abdullah Azwar Anas telah berupaya untuk mengembangkan daerah dengan 

adanya smart kampung. Berbeda dengan smart city yang diterapkan di kota-kota 

besar, smart kampung akan diterapkan di desa-desa yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi. Penggunaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di 

Kabupaten Banyuwangi mendapat perhatian lebih. Bukan hanya dalam bentuk 

website yang menyajikan informasi, program Smart Kampung memberikan peran 

yang lebih besar dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara 

lebih optimal. 

Program Smart Kampung merupakan bagian dari program pembangunan 

daerah pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 dalam bentuk 

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.  Konsep smart 

kampung tersebut dibeberkan Bupati Abdullah Azwar Anas pada acara diskusi 

Smart Cities yang diselenggarakan Kedubes AS di kawasan SCBD, Jakarta pada 

28 Januari 2015 lalu. Program Smart Kampung resmi diluncurkan oleh Menteri 

Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)  Rudiantara pada Selasa, 31 Mei 

2016. 
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Program Smart Kampung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No 

18 tahun 2016 tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart 

Kampung. Menurut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi 

Program Kerja Berbasis Des/Kelurahan Melalui Smart Kampung mendefinisikan 

Smart Kampung sebagai berikut: 

“Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu 

komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam 

mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang 

tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang 

membentuk komunitas sendiri dengan tantanan kehidupan yang terkait dengan 

adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya” 

Pemerintah Banyuwangi mengagas dan mengeluarkan kebijakan tentang 

program smart kampung dengan mempunyai alasan sebagai berikut: Banyuwangi 

adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa, jarak dari desa ke pusat kota cukup 

memakan waktu yang lama. Dengan jarak yang cukup jauh menyebabkan 

pelayanan tidak merata ke semua lini masyarakat dan desa tak akan berkembang. 

Di zaman modern yang pesat perkembangannya memaksa masyarakat terlibat di 

dalamnya, seperti berkembangnya teknologi membuat pemerintah Banyuwangi 

mempunyai inisiatif mengembangkan desa dengan teknologi. Semua program 

pemerintah desa yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dapat 

dilakukan secara lebi efektif dan efisien. Salah satu bentuk penyeleggaraan 

pemerintahan yang menjadi ruang lingkup dalam program Smart Kampung yaitu 
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penyelenggaraan pelayanan. Percepatan dalam penyelenggaraan pelayanan 

kepada masyarakat menjadi salah satu fokus dari program Smart Kampung. 

Program Smart Kampung yang diintegrasikan dengan penyelenggaraan pelayanan 

diharapkan memberikan kepastian, kemudahan dan kemurahan biaya dalam 

menyelenggarakan pelayanan.   

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan suatu inovasi berupa 

program Smart Kampung dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan 

pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik, untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program 

kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu. Sasaran 

dari Smart Kampung yaitu dapat dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di 

Kabupaten Banyuwangi secara bertahap. Pelaksanaan secara bertahap 

diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.  

 

a. Konsep Inovasi Smart Kampung 

Smart Kampung mempunyai konsep yang bertujuan untuk percepatan 

pelayanan publik di desa. 
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Gambar 6. Konsep Inovasi Smart Kampung.  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 

Demi menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik terdapat 7 fokus yang 

diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu: 

a. Pelayanan publik 

Semua desa/kelurahan yang telah menerapkan inovasi Smart Kampung sudah 

berbasis TIK. Warga yang butuh surat yang perlu tanda tangan camat, tidak 

perlu ke kecamatan. Cukup di balai desa, karena sudah tersambung dengan 

kecamatan 

b. Pemberdayaan ekonomi 

UMKM di desa diberi pelatihan teknis yang nantinya pemasaran bias berbasis 

online di situs belanja UMKM yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten 
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Banyuwangi melalui banyuwangi-mall,com. Smart Kampung juga jadi 

instrument untuk mempercepat inklusi keuangan alias membuat warga makin 

melek keuangan yang akan disinergikan dengan Bank Indonesia (BI) dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

c. Kesehatan  

Balai desa menjadi jangkar bagi Posyandu sekaligus memberikan rujukan 

yang memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan 

digunakan untuk pengobatan 

d. Kemiskinan 

Di bidang kemiskinan, Smart Kampung memudahkan warga miskin dalam 

mengurus segala keperluannya yang dijamin oleh pemerintah  

e. Informasi Hukum 

Smart Kampung mendorong warga desa agar melek hokum dengan cara 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu melakukan sosialisasikan intensif 

ke desa-desa tentang semua yang berkaitan tentang hukum, sebagai upaya 

preventif dan penanganan cepat kasus pelanggaran hukum 

f. Pendidikan, seni dan budaya 

Pada bidang pendidikan, desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 

tahun. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengarahkan Relawan 

Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, ke desa. 

Desa juga harus punya Perpustakaan Desa. Sedangkan dibidang seni dan 

budaya, balai desa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar 
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seni berlatih bersama. Mulai dari seni tari, music, sampai pencak silat 

menyesuaikan dengan potensi dan minat warga desa 

g. Peningkatan Kapasitas SDM 

Peningakatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui 

berbagai macam pelatihan. Seperti pelatihan Bahasa, tanggapan bencana, 

mengaji, hingga TIK yang dipusatkan di balai desa 

 Selain program kerja pemerintah kabupaten tersebut, pemerintah 

desa/kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya 

masyarakat pada bidang: 

a. Olahraga, 

b. Adat istiadat, 

c. Keagamaan, dan Kegiatan lainnya. 

 

B. Penyajian Data 

Inovasi pelayanan publik melalui Program “Smart Kampung” dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik di Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

Secara umum inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek 

“perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut yaitu pemerintah 

mampu memberikan layanan kepada publik secara lebih efektif, efisien, 

berkualitas, murah dan terjangkau. Inovasi pada peningkatan kualitas pelayanan 

di desa tentunya memerlukan langkah-langkah yang strategis salah satunya 
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program inovasi Smart Kampung. Kabupaten Banyuwangi merupakan satu-

satunya daerah yang melakukan program inovasi Smart Kampung. 

a. Relative Advantage atau Keunggulan 

Desa Ketapang merupakan pemerintahan desa di bawah naungan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) yang diberi 

mandat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan inovasi 

pelayanan publik melalui Smart Kampung. Kantor Desa Ketapang dalam 

menjalankan inovasi perlu memperhatikan keunggulan yang dimiliki oleh inovasi 

tersebut. Dalam attribute relative advantage (keunggulan relatif), dimana sebuah 

inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai yang lebih dibaningkan dengan 

inovasi sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak H. Slamet Kasihono S.Ag 

selaku Kepala Desa Ketapang dalam suatu wawancara, bahwa: 

“program inovasi smart kampung memiliki berbagai keunggulan atau 

kelebihan yang dimilikimya, salah satu keunggulannya dari sisi layanan 

penyelenggaraan smart kampung didesa ketapang yaitu cepat, tepat, akurat 

datanya, akuntable, dan gratis layanannya” (wawancara 21 Februari 2019) 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rahmadinata Syafa’at 

S.SI selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang memberi layanan kepada 

masyarakat, bahwa: 

“Kalau smart city berpusat di kota, pintarnya hanya dikota, desanya tetap 

tertinggal. Tetapi  Bupati Banyuwangi melalui perbup nomor 18 tahun 2016 

menjelaskan bahwa desa juga harus pintar, tidak hanya kota. Desa di 
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banyuwangi saat ini berlomba-lomba untuk melakukan inovasi sendiri. 

Keunggulan yang sangat menonjol pada program inovasi smart kampung ini 

adalah pelayanannya lebih efektis dan efisien serta gratis” (wawancara 26 

Februari 2019) 

 

 

Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Rahmadinata Syafa’at S.SI  

(Kepala Seksi Pemerintahan.) 

Berdasarkan observasi di lapangan, menggambarkan bahwa Smart Kampung 

memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama 

pemerintahan desa. Berbagai program dan kegiatan pemerintahan desa dapat 

diintegrasikan ke dalam satu sistem ini (Smart Kampung), sehingga pelayanan di 

desa menjadi lebih efektif dan efisien.  

Inovasi pelayanan publik melalui program Smart Kampung ini diterima baik 

oleh masyarakat yang menggunakan layanan tersebut serta dapat berjalan dengan 
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baik. Hal ini seperti yang dikemukakan Ibu Hamsiatika sebagai masyarakat yang 

menerima layanan mengatakan: 

“Keunggulan dari program inovasi smart kampung yaitu memiliki 

berbagai kegiatan untuk masyarakat setempat, seperti untuk saya pribadi 

dari segi berbahasa inggris. Saya belajar dari 0 berbahasa inggris melalui 

salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh program inovasi smart 

kampung, sehingga sampai saat ini menjadi keuntungan saya mendirikan 

home stay ini. Dari kita belajar di smart kampung berbahasa inggris, lalu 

diterapkan disitu jadi kita bisa berbicara dengan turis untuk berbagai 

informasi. Dari ibu rumah tangga saya sekarang bisa mengelola dan 

mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya” 

(Wawancara 26 Februari 2019) 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Kartini sebagai masyarakat 

penerima layanan, bahwa: 

“adanya program inovasi smart kampung ini memiliki keunggulan yang 

sangat komples. Seperti dari segi pelayanannya, yang saat ini sudah sangat 

efektif dan efisien. cepat layanannya, mudah untuk dijalankannya, serta 

yang paling penting untuk kita sebagai masyarakat adalah gratis” 

(Wawancara 27 Februari 2019) 

Mencermati dari hasil 2 narasumber diatas dan berdasarkan observasi di 

lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam bidang pemberdayaan ekonomi, 

program smart kampung menjadikan balai desa sebagai tempat pusat ekonomi 

produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha yang di fasilitasi 

pelatihannya oleh pemerintah daerah, seperti batik, produk olahan pertanian, dan 

berbagai pelatihan seperti pelatihan berbahasa inggris. Hasil dari pengembangan 
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usaha produk-produk lokal bisa terangkat dan ekonomi masyarakat bisa 

meningkat dengan adanya program smart kampung ini. 

 

Gambar 8. Kegiatan Pelatihan untuk Masyarakat.  

(Balai Desa Ketapang) 

Serta terkait dengan pelaksanaan program smart kampung terutama dalam 

bidang pelayanan publik, warga yang butuh surat dan memerlukan tanda tangan 

camat, tidak perlu ke kecamatan tetapi cukup di balai desa, karena sudah 

tersambung dengan kecamatan. Selain itu dalam pengurusan Surat Pernyataan 

Miskin (SPM) yang ada di Desa Ketapang yang dulunya memakan waktu 6 hari, 

lewat TIK dipangkas waktunya menjadi 6 jam dan masyarakat tidak perlu datang 

ke sejumlah kantor, tetapi masyarakat cukup datang ke balai desa untuk 

mengurusnya.  

Berdasarkan penyajian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi 

pelayanan di Desa Ketapang ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan 
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dengan inovasi yang lainnya. Keunggulannya adalah pelayanan yang lebih cepat, 

persyaratan yang mudah, tanpa biaya, dan dapat menjangkau daerah terpencil. 

Serta telah memperbarui metode pelayanan kepada masyarakat hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Percepatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu fokus 

terpenting dari program Smart Kampung, serta memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan secara terpadu. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa 

inovasi pelayanan publik melalui Smart Kampung memiliki nilai yang lebih 

dibandingkan dengan yang lainnya.  

b. Compatibility atau Kesesuaian  

Kantor Desa Ketapang dalam menjalankan inovasi Smart Kampung perlu 

memperhatikan kesesuaian inovasi dengan inovasi yang sebelumnya. Dalam 

atribut compability (kesesuaian), dimana sebuah inovasi harus mempunyai sifat 

kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Menurut Bapak H. 

Slamet Kasihono S.Ag selaku Kepala Desa Ketapang dalam suatu wawancara, 

bahwa: 

“program inovasi smart kampung yang dilaksanakan di Desa Ketapang ini 

dinaungi oleh Peraturan Bupati Nomo 18 Tahun 2016. Dan kami sangat 

menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku serta sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Permasalahan yang telah ada sebelum 

adanya program inovasi smart kampung membuat pemerintah desa sangat 

antusias untuk menerapkan program inovasi tersebut. Karena menurut saya, 
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program, inovasi smart kampung sangat sesuai dengan apa yang telah 

dibutuhkan masyarakat pada saat ini” (Wawancara 21 Februari 2019) 

 

 

Gambar 9. Wawancara dengan Bapak H. Slamet Kasihono S.Ag .  

(Kepala Desa Ketapang) 

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak 

Rahmadinata Syafa’at S.SI selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang memberi 

layanan kepada masyarakat, bahwa : 

“Karena tuntutan zaman, pemerintah tidak hanya industri 4.0 tetapi goverment 

juga harus 4.0, dan bupati banyuwangi telah sukses melakukan hal tersebut.  

Smart kampung dinilai sukses, karena awal pada tahun 2016 hanya 25 

kecamatan di satu desa. Dan ditahun 2018 semua desa harus menerapkan 

smart kampung. Kalau tidak smart kampung, camat setempat dipindahkan 

tugasnya. Dan sampai saat ini pemerintah desa Ketapang sudah menerapkan 

apa yang telah dirancang oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sesuai 

dengan peraturan bupati Nomor 18 Tahun 2016” (Wawancara 26 Februari 

2019) 

Berdasarkan observasi di lapangan program Smart Kampung memberikan 

nilai lebih dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terjadi 
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perubahan proses pelayanan menuju pada pelayanan digital dan terintegrasi. 

Adanya dukungan basis data pada program Smart Kampung yang terintegrasi 

secara menyeluruh akan memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses 

pelayanan, serta program tersebut sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

masyarakat saat ini. Menurut masyarakat inovasi pelayanan publik melalui 

program Smart Kampung ini melalui Ibu Hamsiatika sebagai masyarakat yang 

menerima layanan mengatakan bahwa: 

“Menurut saya iya sesuai, karena kan bisa membantu masyarakat. Sampai saat 

ini sih tidak ada yang menyimpang dari peraturan yang ada. Ya, 

dibuktikannya dengan masyarakat saat ini yang sudah menerima hasilnya. 

Seperti dari yang tidak bisa jadi bisa. Dari yang tidak memiliki usaha, 

sekarang bisa memiliki usaha sendiri. Artinya, program inovasi smart 

kampung telah mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di desa 

ketapang Banyuwangi” (Wawancara 26 Februari 2019) 

Hal ini juga didukung oleh Ibu Kartini sebagai masyarakat yang menerima 

layanan dari pemerintah desa Ketapang. Bahwa: 

“memang sebenarnya saya kurang mengerti dengan peraturan pemerintah 

daerah yang menaungi program inovasi smart kampung di desa Ketapang. 

Tetapi sejauh ini, program tersebut sangat penting dimata masyarakat, dimata 

saya pribadi masih tidak ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dari segi pelayanan cepat, akurat, serta gratis” (wawancara 27 Februari 2019)  

Sebelum dilaksanakannya program Smart Kampung di Kabupaten 

Banyuwangi dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada desa/kelurahan 

yang telah memenuhi kesesuaian kualifikasi dari Pemerintah Kabupaten 
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Banyuwangi. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa/kelurahan 

untuk menjalankan program Smart Kampung yaitu : 

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Program Smart Kampung di Desa Ketapang 

Sarana Prasarana 

1. Balai atau ruangan yang 

memadai 

2. Mebelair yang terdiri dari 

meja, kursi, almari dan lain-

lain 

3. Sound system 

4. LCD proyektor 

5. Papan pengumuman atau 

papan informasi 

6. Sarana bermain dan belajar 

untuk anak 

7. Sarana lain yang mendukung 

pelaksanaan program SKPD 

1. Listrik  

2. Air bersih dan sanitasi 

3. Toilet bersih 

4. Tempat sampah 

5. Media cetak (koran, majalah 

dan buku-buku) 

6. Penghijauan (pohon, bunga, 

dan lain-lain) 

7. Perpustakaan 

desa,Jaringan/koneksi 

teknologi informasi (internet) 

Sumber : Kantor di Desa Ketapang 

Berdasarkan paparan data mengenai kesesuaian program inovasi smart 

kampung , diperoleh temuan hasil penelitian bahwa: dengan adanya program 

inovasi smart kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ketapang 

mengacu dan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung 

dimana pada pasal 1 menjelaskan bahwa Smart Kampung adalah konsep 
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pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu 

secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan 

kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang 

dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan 

kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang 

berlaku didalamnya. Selanjutnya, inovasi ini disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat setempat yang memerlukan pelayanan yang cepat, akurat, dan gratis. 

c. Complexity atau Kerumitan 

Pemerintah Desa Ketapang dalam menjalankan suatu inovasi perlu 

memperhatikan sisi kerumitan yang akan dialami selama proses pelayanan inovasi 

tersebut. Dalam atribut complexity (kerumitan), sebuah inovasi dimungkinkan 

mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan 

inovasi sebelumnya. Berbagai permaslahan yang dimiliki Desa dibidang 

pelayanan, mengharuskan pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi 

permasalahan yang ada. Hal ini dikatakan oleh Bapak H. Slamet Kasihono S.Ag 

selaku Kepala Desa Ketapang dalam suatu wawancara, bahwa: 

“pada awal terbentuknya program inovasi smart kampung, banyak masyarakat 

yang kurang memahami apa itu smart kampung. Semua program baru, 

masyarakat butuh penyesuaian. tetapi masyarakat dapat merasakan hasil dari 

program smart kampung tersebut, artinya masyarakat pada hakikatnya sudah 

merasakan hasilnya seperti pelayanan di desa sudah lebih baik, lebih cepat, 

lebih efektif dan efisien. hanya saja mereka masyarakat, tetapi masih belum 
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memahami kalau perubahan pelayanan yang lebih baik tersebut adalah 

program smart kampung” (wawancara 21 Februari 2019) 

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rahmadinata Syafa’at S.SI 

selaku Kepala Seksi Pemerintahan, bahwa: 

“Pada awal adanya smart kampung memang butuh penyesuaian. Adanya 

kerumitan dari masyarakat maupun staf pemerintah desa itu sendiri. Karena 

pada awalnya desa dianggap lambat atau gagap teknologi. Di desa ketapang 

pun juga dianggap seperti itu. Sebelum adanya smart kampung, dalam faktor 

internal kepala desa mengangkat staf yang melek IT, dari staf tersebut akan 

mentransfer pengetahuannya terhadap staf yang lainnya. Tingkat kerumitan 

tersebut dapat diatasi dengan staf tersebut. Selanjutnya dalam faktor eksternal, 

pemerintah desa mensosialisaikan program smart kampung. Memang kita 

tidak memaksakan masyarakat melek IT, sosialisai mengenai dengan IT 

masyarakat akan dimudahkan dengan IT tersebut. Pada saat ini, pemerintah 

desa menciptakan self service (layanan diri sendiri) jadi adanya sprot 

konstruktur atau box, masyarakat tersebut akan melayani dirinya sendiri 

seperti ATM tanpa dilayani oleh staf setempat. Bahkan di tahun 2019 

pemerintah banyuwangi menyediakan layanan surat mandiri dengan aplikasi 

berbasis andorid, dengan catatan masyarakat yang melek IT. Contohnya 

seperti Whatssapp, masyarakat dapat mengirim pesan ke pemerintah 

mengenai kelengkapan atau syarat-syarat berkas yang akan diurus, lalu 

masyarakat tersebut datang hanya menyerahkan tanpa ada salah persyaratan 

dan tanpa perlu antri. Pada intinya masyarakat termasuk heterogen, bukan 

homogen. Jadi menghadapi masalahnya berbeda-beda, rumitnya disitu” 

(wawancara 26 Februari 2019) 

Berdasarkan pada berbagai kerumitan yang telah dijelaskan oleh kepala Desa 

Ketapang dan Kepala Bagian Pemerintahan, dapat dilihat bahwa salah satu 

prioritas program Smart Kampung yaitu bagaimana pemerintah desa 

mengenalkan program inovasi baru melalui smart kampung di Desa Ketapang, 

seluruh program inovasi yang baru diperlukan pula penyesuaian dengan 
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masyarakat. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat agar lebih menyentuh masyarakat pada setiap 

lapisan dan juga dilakukan secara terpadu. 

Berdasarkan observasi di lapangan program inovasi Smart Kampung 

membawa masyarakat lebih dekat terkait akses pelayanan, pelayanan yang 

sebelumnya harus dilakukan pada tingkatan kabupaten atau kecamatan dan saat 

ini dapat dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa/kelurahan. Contohnya 

adalah dari penerapan program self service (layanan diri sendiri) jadi adanya spot 

konstruktur atau box yang digunakan untuk melayani dirinya sendiri, masyarakat 

tersebut akan melayani dirinya sendiri seperti menggunakan ATM yang tanpa 

dilayani oleh staf setempat, seperti mencari berbagai informasi kependudukan dan 

lain sebagainya. 

 

Gambar 10. Self Service Box  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 
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Penggunaan konsep self service yang diterapkan di Desa Ketapang telah 

memperbaharui metode pelayanan kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain dimata 

masyarakat desa Ketapang, kerumitan dalam program inovasi smart kampung 

menurut Ibu Hamsiatika sebagai salah satu masyarakat penerima layanan, bahwa: 

“Smart kampung kalau susah dipahami saya kira tidak. Malah lebih 

menguntungkan untuk kita. Tapi mungkin, untuk awal pelaksanaan program 

inovasi smart kampung memang butuh penyesuaian dari masyarakat. Tetapi, 

semakin hari pihak pemerintah desa menyelenggarakan berbagai kegiatan 

untuk masyarakat seperti yang sudah saya sebutkan tadi” (wawancara 26 

Februari 2019) 

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa upaya lain yang telah 

dilakukan oleh pemerintah desa Ketapang dalam hal ini yaitu melalui berbagai 

kegiatan, seperti: rumah literasi banyuwangi dengan kata lain adalah 

pemberdayaan masyarakat. 

 

Gambar 11. Rumah literasi Banyuwangi.  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

Rumah literasi merupakan kegiatan yang diselenggerakan oleh pemerintah desa 

dalam program inovasi smart kampung, yang bertujuan agar desa dapat 

berkembang seperti masyarakat yang ada dikota/kabupaten. terdapat 9 kegiatan 

yang ada di program desa literasi melalui program inovasi smart kampung, yaitu: 

1. 1 RW terdapat 1 rumah baca 

2. School of parenting (sekolah pengasuhan bagi orangtua) 

3. Street shop (bazar amal barang layak pakai untuk komunitas tertarget)  

4. Panggung literasi (media aktualisasi minat dan bakat masyarakat) 

5. I-Desa (inkubasi informasi ide dan inovasi pembangunan desa) 

6. Eco literasi (gerakan kepedulian lingkungan alam pedesaan) 

7. Sekolah relawan (recruitment dan upgrading relawan baca) 

8. Kids zone (taman ramah anak)  

9. literart (pendidikan karakter berbasis seni dan budaya) 

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Ibu Kartini sebagai salah satu 

masyarakat penerima layanan, mengatakan bahwa: 

“diawal pelaksanaan program inovasi smart kampung memang ada berbagai 

kendala, karena menurut saya itu adalah hal yang baru dikehidupan 

masyarakat setempat. Tetapi disisi lain, saya juga merasa bangga dalam 

pelayanan di desa sudah sangat cepat dan berbubah menjadi lebih baik. 

Daripada sebelum adanya smart kampung dalam pengurusan surat yang 

berbelit-belit dan butuh waktu lama” (wawancara 27 Februari 2019) 

Dari pernyataan diatas, sebelum adanya program inovasi Smart Kampung jika 

masyarakat desa akan mengurus surat-surat administrasi masih harus secara 

konvensional. Dengan diterapkannya Smart Kampung, masyarakat desa cukup 

datang ke desa semua urusn surat menyurat mereka sudah terselesaikan.  
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Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat dari informan bahwa Desa 

Ketapang menggunakan inovasi strategi untuk melakukan suatu perubahan yang 

mengacu kepada tujuan dan strategi baru yang merubah prespektif pelayanan 

publik yang kurang baik menjadi lebih maksimal. Serta pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi menggagas program smart kampung sebagai inovasi pelayanan 

publik yang nantinya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam 

memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.  

d.   Triability atau Kemampuan untuk dapat diuji 

Pemerintah Desa Ketapang dalam menjalankan inovasi pelayanan public perlu 

memperhatikan uji coba yang dijalankan sebelum pelaksanaan inovasi tersebut. 

Dalam atribut triability (kemungkinan dicoba), sebuah inovasi hanya bisa 

diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih 

dibandingkan dengan inovasi yang lama. Dalam hal ini menurut Bapak H. Slamet 

Kasihono S.Ag selaku Kepala Desa Ketapang dalam suatu wawancara, bahwa: 

“pada awal pelaksanaan program inovasi smart kampung, pemerintah 

langsung mempraktikan inovasi tersebut kepada masyarakat, tidak memerluan 

pihak lain unutk menguji cobakan program inovasi smart kampung. Karena 

menurut kami, mereka dapat memahami dan menyesuaikan program inovasi 

baru tersebut, tentunya dengan menggunakan strategi yang tepat agar 

masyarakat dapat dengan mudah memahami apa itu smart kampung. yang 

nantinya akan dievaluasi oleh pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa 

ketapang. Yang mengikut sertakan pihak nlain atau instansi lain dari segi 

kerjasama ya mbak, bukan dari segi uji coba program inovasi. ” (wawancara 

21 Februari 2019) 
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Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak  Rahmadinata Syafa’at 

S.SI selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang memberi layanan kepada 

masyarakat, bahwa : 

“sebelum aditerapkannya program inovasi smart kampung, belum pernah ada 

ujicoba dari pihak lain mbak. Kalau dikasih program ya bupati maunya 

dijalankan tanpa harus ujicoba. Cuma awal smart kampung uji cobanya hanya 

melalui antar desa. Maksudnya ada 24 desa yang menjadi pilot project 

percontohan untuk penerapan smart kampung. dan desa ketapang termasuk 

dalam 24 desa tersebut. Akhirnya smakin tahun semua desa di kabupaten 

banyuwangi nular menjalankan program ini” (wawancara 26 Februari 2019) 

Dalam pelaksanaan inovasi Smart Kampung Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi langsung menguji cobakan program baru tersebut kepada 

masyarakat, hanya saja di awal pelaksanaan program inovasi Smart Kampung ini 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memilih 24 Desa untuk menguji cobakan 

program inovasi baru. Jadi ada 24 Desa yang menjadi pilot project percontohan 

untuk penerapat program Smart Kampung. Dari 24 Desa tersebut, Desa 

Ketapang termasuk desa pilihan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk 

menguji cobakan program Smart Kampung tersebut. Disisi lain adanya inovasi 

interaksi sistem ini lebih menitik beratkan pada kerjasama antar instansi yang 

akan membawa perubahan. Desa Ketapang sebagai salah satu implementor 

Smart Kampung telah memperbarui inovasi sitem, yaitu dengan melakukan 

kerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Kerjasama yang dimaksud yaitu diantaranya dengan Kecamatan Kalipuro, Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan juga pihak 

Telkom sebagai penyalur jaringan internet. 

e.   Observability atau Kemudahan diamati 

Pemerintah Desa Ketapang dalam menjalankan inovasi pelayanan publik 

perlu memperhatikan kemudahan pengamatan yang akan diterima oleh 

masyarakat. Dalam atribut observability (kemudahan diamati), sebuah inovasi 

harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik. Ketika diwawancarai mengenai observability melalui program 

inovasi smart kampung di desa Ketapang, secara rinci dijelaskan oleh Bapak H. Slamet 

Kasihono S.Ag selaku Kepala Desa Ketapang dalam suatu wawancara, bahwa: 

“Sampai pada detik ini, menurut kami pihak pemerintah desa ya sangat 

nyaman dengan adanya smart kampung dari sisi kinerja, sisi pelayanan karena 

lebih cepat, tepat, serta mudah. Artinya  masyarakat sangat dengan mudah 

menerima layanan yang diberikan oleh pemerintah desa melalui program 

inovasi smart kampung. terbukti sudah tidak adanya masyarakat yang 

mengkritik mengenai pelayanan yang ada” (wawancara 21 Februari 2019)  

Selanjutnya pernyataan yang selaras juga dikatakan oleh Bapak Rahmadinata 

Syafaat S.SI selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang memberi layanan kepada 

masyarakat, bahwa : 

“Dengan adanya inovasi masyarakat akan dianggap inofatif, terbukti dari 

berbagai kunjungan atau survei yang dilakukan oleh pemerintah daerah lain 

untuk mengetahui lebih jauh mengenai program inovasi smart kampung” 

(wawancara 26 Februari 2019) 
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Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyuwangi No.18 Tahun 2016 

maka diharapkan pemerintah dapat melaksanakan program inovasi dengan 

sebaik-baiknya. Program Smart Kampung merupakan salah satu program 

unggulan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Melalui 

program Smart Kampung diharapkan berbagai kegiatan pelayanan dilakukan 

secara terintegrasi dan online serta memberikan nilai tambah dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa adanya program inovasi 

Smart Kampung yang dijalankan oleh pemerintah Desa Ketapang sudah dapat 

dikatakan berhasil. Hal tersebut terbukti adanya berbagai survey yang dilakukan 

dari pemerintah kabupaten lainnya. Seperti contoh yang peneliti lihat pada saat 

observasi, adanya pemerintah Probolinggo yang melakukan survey terhadap 

pemerintah Desa Ketapang mengenai program inovasi Smart Kampung. 

Kemudian Ibu Hamsiatika sebagai masyarakat penerima layanan mengatakan 

bahwa: 

“Menurut saya seperti yang sudah saya bilang diawal tadi, program inovasi 

smart kampung telah membawa masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Dari 

segi ekonomi, maupun pelayanan. Dan sampai detik ini, tidak ada masalah 

yang serius yang diciptakan oleh adanya program inovasi smart kampung 

tersebut, malah lebih menguntungkan bagi kami sebagai penerima layanan” 

(wawancara 26 Februari 2019) 

Pendapat yang selaras juga dikatakan oleh Ibu Kartini sebagai msyarakat 

penerima layanan bahwa: 
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“sampai pada detik ini saya sebagai penerima layanan, sangat puas dalam hal 

pelayanan dari pemerintah desa. Karena tidak ada kerumitan yang serius 

dalam pelaksanaannya, dan selalu memunculkan kelebihannya melalui 

berbagai pelayanan yang memudahkan masyarakat setempat untuk mengurus 

berbagai urusan administrasi” (wawancara 27 Februari 2019) 

 

Gambar 12. Wawancara dengan masyarakat.  

( Desa Ketapang) 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam organisasi untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan sangat mempengaruhi keberhasilan dari sebuah inovasi baru. 

Dengan adanya smart kampung yang berbasis teknologi pelayanan publik yang 

dulunya banyak terjadi masalah seperti mahal/tidak praktis, sulit diakses, 

pelayanan lambat, korupsi, tidak diapresiasi oleh masyarakat, dan sekarang sudah 

terlihat mengalami peningkatkan atau perbaikan dalam segi pelayanan publik 

seperti gratis/praktis, transparan/mudah diakses, pelayanan cepat, pemerintah 

bebas korupsi, didukung serta diapresiasi oleh masyarakat.  
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f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Berbagai permasalahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam pelayanan 

publik mengharuskan pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi 

permasalahan yang ada, dibutuhkan ide baru atau inovasi baru untuk mengurangi 

permasalahan yang ada. Dalam mengahadapi masalah pelayanan publik, 

pemerintah melaksanakan pembaharuan melalui program inovasi smart kampung. 

hal ini ditegaskan Bapak  H. Slamet Kasihono S.Ag selaku Kepala Desa Ketapang 

dalam suatu wawancara, bahwa: 

“Sebelum adanya smart kampung didesa ketapang dulu banyak berbagai 

masalah pelayanan seperti layanan sangat lama kemudian antri panjang, lalu 

masyarakat banyak keluhan, serta menggunakan pelayanan manual. 

Selanjutnya sarana dan prasarana tidak memenuhi standartnya. Jadi 

sebelumnya masih serba manual. Sekarang setelah smart kampung 

pelayanannya sudah maksimal, efektif dan efisien” (wawancara 21 Februari 

2019) 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rahmadinata Syafa’at 

S.SI selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang memberi layanan kepada 

masyarakat, bahwa : 

“Adanya peningkatan kualitas di Desa Ketapang, dengan bukti terpenuhinya 

indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta 

sebelum adanya inovasi smart kampung ditahun 2014, pemerintah desa 

dibingungkan karena banyaknya masyarakat yang mengurus surat-surat, 

akhirnya pemerintah desa ketapang juga melakukan inovasi sendiri seperti 

SIMDES (Sistem Inofrmasi Manajemen Administrasi Desa). Awalnya 

didalam SIMDES hanya terdapat pelayanan surat menyurat, yang akhirnya 

berkembang setelah adanya program smart kampung seperti data riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
 

hidup, kependudukan, kesehatan, pajak, pekerjaan, penduduk miskin, dan lain 

sebagainya. Yang dapat memudahkan pemerintah desa dan masyarakat dalam 

mencari data-data masyarakat Desa Ketapang. Tetapi Setelah adanya program 

smart kampung pemerintah desa lebih melengkapi fitur-fitur yang belum 

dilengkapi. Tujuan dari simdes tersebut adalah yang belum ada di smart 

kampung, dilengkapi di SIMDES tersebut. Smart kampung hanya melengkapi 

surat-menyurat. Sedangkan di SIMDES bahkan ada administrasi BPD” 

(wawancara 26 Februari 2019) 

Sesuai dengan penjelasan informan, adanya peningkatan kualitas di Desa 

Ketapang dengan bukti terpenuhinya indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah, seperti : 

a. Pelayanan publik 

Semua desa/kelurahan yang telah menerapkan inovasi Smart Kampung sudah 

berbasis TIK dan Desa Ketapang telah menerapkannya. Warga yang butuh 

surat yang perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kecamatan. Cukup di balai 

desa, karena sudah tersambung dengan kecamatan serta kabupaten. 

b. Pemberdayaan ekonomi 

UMKM di desa diberi pelatihan teknis yang nantinya pemasaran bias berbasis 

online di situs belanja UMKM yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi melalui banyuwangi-mall,com. Smart Kampung juga jadi 

instrument untuk mempercepat inklusi keuangan alias membuat warga makin 

melek keuangan yang akan disinergikan dengan Bank Indonesia (BI) dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UMKM di Desa Ketapang yang dulunya tidak 

pernah tersentuk sama sekali, akhirnya saat ini dapat ditampung oleh 
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BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), bahkan makanan keripik pisang dapat 

di ekspor ke Timor Leste. 

c. Kesehatan  

Balai desa menjadi jangkar bagi Posyandu sekaligus memberikan rujukan 

yang memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan 

digunakan untuk pengobatan. 

d. Kemiskinan 

Di bidang kemiskinan, Smart Kampung di Desa Ketapang memudahkan 

warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin oleh 

pemerintah, serta mengurangi pengangguran dengan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan di Kantor Desa Ketapang.   

e. Informasi Hukum 

Smart Kampung mendorong warga desa agar melek hukum dengan cara 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu melakukan sosialisasikan intensif 

ke desa-desa tentang semua yang berkaitan tentang hukum, sebagai upaya 

preventif dan penanganan cepat kasus pelanggaran hukum. 

f. Pendidikan, seni dan budaya 

Pada bidang pendidikan, desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 

tahun. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengarahkan Relawan 

Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, ke desa. 

Desa Ketapang juga punya Perpustakaan Desa. Sedangkan dibidang seni dan 

budaya, balai desa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar 
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seni berlatih bersama. Mulai dari seni tari, musik, sampai pencak silat 

menyesuaikan dengan potensi dan minat warga desa 

g. Peningkatan Kapasitas SDM 

Peningakatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui 

berbagai macam pelatihan. Seperti pelatihan Bahasa, tanggapan bencana, 

mengaji, hingga TIK yang dipusatkan di balai desa Ketapang. 

Serta dengan adanya layanan smart kampung ini masyarakat lebih mudah dalam 

mengajukan permohonan surat menyurat secara online, dan tanpa berbelit-belit di 

kantor desa ketapang. Contoh dari gambar dibawah ini: 

 

Gambar 13. Pengurusan Surat Sebelum Smart Kampung  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 
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Sebelum adanya program inovasi Smart Kampung, pengurusan berbagai surat menyurat 

dilayani secara manual, artinya masih banyaknya antrian yang kurang efektis, pelayanan 

lambat dan lama, dan berbelit-belit.  

 

Gambar 14. Pengurusan Surat Sesudah Smart Kampung  

Sumber : Kantor Desa Ketapang 

Tetapi setelah adanya program inovasi smart kampung , pengurusan surat menyurat 

dilakukan lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Cukup datang ke kantor desa, 

seluruh pelayanan administrasi cepat terselesaikan. Adapun prores yang dapat dilihat 

dalam pengajuan pelayanan masyarakat dapat dilakukan melalui:  
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Gambar 15. Alur Pelayanan Masyarakat Melalui Smart Kampung  

Sumber : Kantor di Desa Ketapang 

Dari gambar 3 dapat dilihat dalam proses pengajuan pelayanan 

masyarakat dapat dilakukan melalui: 

1. Masyarakat mengajukan permohonan pelayanan melalui SMS Center 

2. Pemerintah desa melakukan verifikasi data dengan data kependudukan 

dan melakukan entri data surat pemohon 

3. Jika pemohon bukan penduduk asli ataupun data yang diperlukan 

masih kurang maka kepala lingkungan RT/RW mendapatkan 

pemberitahuan melalui SMS 

4. Aparatur kecamatan melakukan verifikasi data pada tingkat kecamatan 

5. Sekretasis Camat melakukan persetujuan untuk dilanjutkan ke Camat 

6. Camat memberikan persetujuan permohonan 

7. Jika lebih dari 30 hari permohonan tidak diproses maka operator 

kecamatan akan mendapatkan peringatan dari SMS center 

8. Setelah permohonan selesai, melalui kepala lingkungan RT/RW akan 
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mendapatkan pemberitahuan SMS 

Peneliti juga melihat observasi dari sudut pandang peneliti yaitu dari proses 

tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat dapat 

mengajukan melalui saran teknologi informasi dan segera diproses. Hal ini dapat 

dilakukan karena adnaya integrasi data dan informasi kependudukan sebagai basis 

data dalam program Smart Kampung. Dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis 

teknologi informasi integrasi atau keterpaduan data menjadi hal yang utama. 

Selanjutnya Ibu Hamsiatika sebagai masyarakat perima layanan mengatakan 

bahwa: 

“Kalau segi peningkatan sebelum adanya smart kampung saya hanya ibu 

rumah tangga biasa yang kurang memiliki penghasilan, tetapi setelah adanya 

program inovasi smart kampung ini semakin menambah pengahsilan bagi 

saya pribadi karena saya bisa berbahasa inggris dengan benar dan mendirikan 

homestay sendiri” (wawancara 26 Februari 2019) 

Seringkali proses pengurusan surat menyurat dikeluhkan oleh masyarakat 

sebab prosedur pelayanan yang memakan waktu lama. Hal tersebut dirasakan oleh 

Ibu Kartini sebagai masyarakat pengguna layanan ini mengatakan bahwa: 

“saya sebagai masyarakat sebelum adanya program inovasi smart kampung 

sangat merasakan berbagai banyak kekurangan dalam pelayanannya, misalkan 

seperti antri panjang, proses pengurusan surat yang lama dan berbelit-belit, 

dan sebagainya. Tetapi setelah adanya program inovasi smart kampung ini, 

kami merasa sangat dimudahkan dalam hal pelayanan” (wawancara 27 

Februari 2019) 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa di 

Desa Ketapang pada saat ini setelah adanya program inovasi Smart Kampung 
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sudah sangat efektif, seperti tidak adanya antrian panjang, tempat pelayanan yang 

nyaman seperti adanya ruangan yang dingin, dan jaringan internet yang memadai, 

serta pelayanan yang cepat.  

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: dengan 

banyaknya keluhan masyarakat ditambah dengan pentingnya keperluan berkas-

berkas masyarakat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat suatu inovasi 

untuk mewujudkan pelayanan publik dengan efektif, efisien, dan sistematis serta 

bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Inovasi yang 

dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah program inovasi smart 

kampung. Dengan adanya sistem smart kampung ini diharapkan masyarakat mau 

mengurus berbagai surat secara sadar akan pentingnya berbagai surat yang ada 

dikehidupan kita. Sistem pelayanan smart kampung merupakan hal baru atau cara 

baru pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan, sistem 

pelayanan smart kampung sebagaimana diutarakan di atas dilatarbelakangi oleh 

adanya tuntutan masyarakat untuk kecepatan pelayanan yang selama ini dianggap 

berbelit-belit dan panjang birokrasinya.  

 

C. Analisis Data 

Pemerintah Desa Ketapang dalam menjalankan inovasi pelayanan melalui 

program Smart Kampung disambut baik oleh masyarakat. Layanan ini merupakan 
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salah satu layanan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien yang ada di 

Desa. Berikut adalah pembahasan mengenai Inovasi pelayanan Smart Kampung 

yang ada di Desa Ketapang berdasarkan temuan-temuan di lapangan dan  

berdasarkan acuan dari teori yang digunakan 

Inovasi pelayanan publik melalui Program “Smart Kampung” dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik di Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

a. Relative Advantage atau Keunggulan 

Inovasi pelayanan publik melalui program Smart Kampung di Desa 

Ketapang merupakan inovasi di bawah naungan Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten Banyuwangi, 

dan merupakan desa yang ditunjuk sebagai salah satu pilot project dari sebuah 

inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Artinya 

Desa Ketapang termasuk dalam pelaksanaan program inovasi Smart Kampung 

terbaik di Kabupaten Banyuwangi. Keunggulan yang membedakan program 

inovasi Smart Kampung dengan inovasi lainnya adalah praktis, Keunggulan 

lainnya yang dimiliki oleh program inovasi Smart Kampung yaitu gratis dan 

akuntable. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17), 

yang mengatakan bahwa keunggulan relatif adalah derajat dimana suatu 
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inovasi dianggap lebih baik atau lebih unggul dari yang pernah ada 

sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, 

prestise social, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar 

keunggulan relatif dirasakarn oleh pengadopsi semakin cepat inovasi tersebut 

dapat diadopsi. Berdasarkan teori tersebut, keunggulan relatif yang dimiliki 

inovasi Smart Kampung dilihat dari segi kenyamanan masyarakat dikarenakan 

proses pelayanan yang praktis dan tidak berbelit-belit. Artinya masyarakat 

dalam mengurus berbagai macam kependudukan tidak harus ke kecamatan 

maupun kekabupaten, cukup di kantor desa saja semua terselesaikan dengan 

cepat. Hal ini dikarenakan adanya integrasi antara pemerintah desa dengan 

kecamatan maupun kabupaten melalui sistem online. Artinya jarak tidak lagi 

menjadi kendala bagi masyarakat. Selain itu, pelayanan tersebut gratis tanpa 

dipungut biaya sepersen pun. Melalui Smart Kampung pelayanan publik 

ditingkat desa dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Selain dari Rogers (1983), kondisi inipun sesuai dengan teori menurut 

Damanpour dalam Suwarno (2008:9) sebuah inovasi dapat berupa produk 

atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan 

administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Berdasarkan 

teori tersebut, keunggulan relatif yang dimiliki inovasi Smart Kampung dilihat 

dari segi pemberdayaan ekonomi, program Smart Kampung menjadikan balai 

desa sebagai tempat pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai 
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jenis usaha yang di fasilitasi pelatihannya oleh pemerintah daerah, seperti 

membatik, produk olahan pertanian, dan berbagai pelatihan seperti pelatihan 

berbahasa inggris. Serta UMKM di desa diberi pelatihan teknis yang nantinya 

pemasaran bisa berbasis online di situs belanja UMKM yang disediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui banyuwangi-mall,com. Hasil dari 

pengembangan usaha produk-produk lokal bisa terangkat dan ekonomi 

masyarakat bisa meningkat dengan adanya program inovasi tersebut. Melalui 

program inovasi Smart Kampung di Desa Ketapang terus mengupayakan agar 

masyarakat Desa Ketapang dapat menggunakan semua produk layanan yang 

tersedia sesuai dengan kebutuhan mereka. 

b. Compatibility atau Kesesuaian 

Inovasi pelayanan publik melalui program Smart Kampung yang dibentuk 

oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki sifat compatibility atau 

kesesuaian dengan inovasi yang ada sebelumnya, serta kesesuaian dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu hadirnya inovasi Smart Kampung 

ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat 

selaku penerima layanan. Inovasi Smart Kampung ini merupakan inovasi 

yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan pada 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016. Dengan adanya program inovasi 

smart kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ketapang mengacu 

dan berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
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Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung 

dimana pada pasal 1 menjelaskan bahwa Smart Kampung adalah konsep 

pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu 

secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan 

kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang 

dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan 

kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang 

berlaku didalamnya. 

Kondisi ini sesuai dengan teori Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17), 

yang mengatakan bahwa kompabilitas adalah derajat dimana inovasi tersebut 

dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu 

dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide 

tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu 

tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang 

sesuai. Berdasarkan teori tersebut, inovasi Smart Kampung memiliki 

kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini dilihat dari 

pemberian pelayanan yang cepat.  

Selain dari Rogers (1983), kondisi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan publik adalah tolak 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sebelum dilaksanakannya 

program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara 

bertahap dan diprioritaskan pada desa/kelurahan yang telah memenuhi 

kualifikasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Desa Ketapang telah 

menerapkan kualifikasi atau standar pelayanan publik yang telah ditentukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai implementor dari program 

inovasi Smart Kampung yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. Kualifikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, seperti sarana dan prasarana yang memadai sehingga menciptakan 

suasana yang nyaman, serta pelayanan yang cepat karena adanya jaringan 

internet yang maksimal, yang menguhubungkan antara Desa Ketapang dengan 

Kecamatan Kalipuro dan Kabupaten Banyuwangi.  

Sebagai implementor dari sebuah program tentunya Desa Ketapang sudah 

memenuhi dan sesuai dengan peraturan yang ada. Diantaranya sarana 

prasarana memadai dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Desa 

Ketapang sebagai implementor dari inovasi program Smart Kampung telah 

melakukan pembaharuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat desa. Program inovasi Smart Kampung yang telah 

dilaksanakan di Desa Ketapang membawa perubahan baru, dengan tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

mendasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem yang telah diperlukan oleh 

masyarakat setempat, dengan demikian masyarakat sebagai pengguna layanan 

telah menerima dengan baik program inovasi Smart Kampung. 

c. Complexity atau Kerumitan 

Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh Aparatur 

Pemerintah Desa menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi 

masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi desa, selalu mengeluhdan 

kecewa terhadap tidak layaknya aparatur desa dalam memberikan layanan. 

Dibutuhkan sebuah inovasi dalam hal pembaharuan sistem pelayanan publik. 

dalam sebuah inovasi, sangat dibutuhkan adanya suatu strategi yang matang 

agar tujuan dari inovasi dapat berjalan sesuai rencana.  

Hadirnya layanan publik Smart Kampung ini memiliki pelayanan yang 

mudah yaitu cukup melalui sistem online. yang artinya dari proses tersebut 

menunjukan bahwa untuk mendapatkan pelayanan, masyarakat dapat 

mengajukan melalui sarana teknologi informasi dan segera di proses. Hal ini 

dapat dilakukan karema adanya integrase data dan informasi kependudukan 

sebagai basis data dalam program Smart Kampung. Kondisi tersebut sesuai 

dengan teori dari Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17), yang mengatakan 

bahwa kerumitan adalah derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang 

sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang 
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dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula 

yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, 

maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Berdasarkan teori tersebut, 

inovasi pelayanan Smart Kampung tidak menunjukkan kerumitan dalam 

proses pelayanan yang diberikan, karena prosedurnya mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

Selain dari teori Rogers (1983), kondisi inipun sesuai dengan teori 

menurut Muluk (2008:44-45) berpendapat bahwa inovasi dalam strategi atau 

kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru serta alasan yang 

berangkat dari realitas yang ada. Selama ini pengurusan surat menyurat di 

lingkungan pemerintah desa harus dilakukan secara procedural dan manual, 

artinya harus melalui beberapa tahapan agar surat bisa selesai. Mengurus surat 

di lingkungan pemerintahan bukan hanya tentang kesiapan, melainkan juga 

harus meluangkan waktu yang mereka punya untuk menyelesaikan urusan 

surat menyurat. 

Desa Ketapang yang merupakan organisasi pemerintah desa yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program Smarat Kampung sudah melakukan 

pembaharuan dalam metode pelayanannya. Metode yang dimaksud adalah 

cara berinteraksi antara aparat Desa Ketapang sebagai pemberi layanan 

dengan masyarakat penerima layanan. Metode pelayanan yang digunaan oleh 

Desa Ketapang yaitu Self Service dan berbagai pelayanan online lainnya. 
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Penggunaan konsep self service yang diterapkan di Desa Ketapang telah 

memperbaharui metode pelayanan kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Didalam ruang 

pelayanan yang ada di Kantor Desa Ketapang terdapat Self Service Box, di box 

itulah semua aktivitas pelayanan dilakukan. Pemohon dapat melakukan 

pelayanan tersebut tanpa adanya staff/pegawai setempat. 

d. Triability atau Kemampuan untuk dapat diuji 

Inovasi layanan Smart Kampung yang di bentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan fase uji publik. Inovasi Smart 

Kampung ini hadir melalui uji coba pelayanan dan sosialisasi. Kondisi 

tersebut mengacu pada teori dari Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17), 

yang mengatakan bahwa kemampuan uji coba adalah derajat dimana suatu 

inovasi dapat diuji cobakan pada batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat 

diuji-cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat 

diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya 

harus mampu menunjukkan atau mendesmonstrasikan keunggulannya. 

Berdasarkan teori tersebut, inovasi pelayanan Smart Kampung telah melalui 

proses uji coba yang diwujudkan dalam pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan 

inovasi Smart Kampung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi langsung 

menguji cobakan program baru tersebut kepada masyarakat, hanya saja di 

awal pelaksanaan program inovasi Smart Kampung ini Pemerintah Kabupaten 
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Banyuwangi memilih 24 Desa untuk menguji cobakan program inovasi baru. 

Jadi ada 24 Desa yang menjadi pilot project percontohan untuk penerapat 

program Smart Kampung. Dari 24 Desa tersebut, Desa Ketapang termasuk 

desa pilihan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menguji cobakan 

program Smart Kampung tersebut. 

Selain teori dari Rogers (1983), kondisi inipun sesuai dengan teori dari 

Muluk (2008:44-45) bahwa inovasi dalam interaksi sistem yang mencakup 

cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau 

dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Seperti 

adanya inovasi interaksi sistem ini lebih menitik beratkan pada kerjasama 

antar instansi yang akan membawa perubahan. Desa Ketapang sebagai salah 

satu implementor Smart Kampung telah memperbarui inovasi sitem, yaitu 

dengan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan 

pelayanan publik. Kerjasama yang dimaksud yaitu diantaranya dengan 

Kecamatan Kalipuro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangi dan juga pihak Telkom sebagai penyalur jaringan internet.  

Kerjasama Desa Ketapang dengan Kecamatan Kalipuro yaitu mengenai 

surat menyurat. Kemudian kerjasama Desa Ketapang dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten 

Banyuwangi untuk urusan akta kelahiran secara online. Begitu juga kerjasama 

dengan Dinas Kesehatan untuk urusan surat pernyataan miski. Semua 
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kerjasama yang dilakukan dilakukan baik dengan Dispendukcipil maupun 

Dinas Kesehatan yang dilakukan secara online dengan mekanisme yang sama 

seperti pengurusan surat dengan pihak Kecamatan Kalipuro. Hal ini bertujuan 

untuk mempersingkat waktu pelayanan. Karena segala pengurusan 

menggunakan sistem online, maka pemerintah Desa Ketapang juga 

bekerjasama dengan pihak Telkom yang merupakan pemberi layanan internet 

secara maksimal.  

Sistem interaksi yang dibangun oleh Desa Ketapang sebagai bentuk 

kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem kerja 

yang cukup sederhana sehingga tidak menyulitkan masyarakat pengguna atau 

penerima layanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelayanan 

kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat 

yang paling bawah dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan secara terpadu. 

e. Observability atau Kemudahan Diamati 

Inovasi pelayanan Smart Kampung yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi sudah dapat dikatakan dengan mudah dilihat ataupun 

diamati oleh masyarakat. Dimana dalam hal ini ditunjukan dengan adanya 

persyaratan, prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah dan tidak 

berbelit-belit. Kondisi tersebut mengacu pada teori dari Rogers (1983) dalam 
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Suwarno (2008:17), yang mengatakan bahwa kemampuan diamati adalah 

derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin 

mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar 

kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian, 

kemampuan untuk dapat diuji cobakan dan kemampuan untuk diamati serta 

semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi 

tersebut dapat diadopsi. Berdasarkan teori tersebut, inovasi pelayanan Smart 

Kampung dapat dikatakan mudah diamati hasilnya, hal ini dikarenakan 

masyarakat yang sudah mulai menikmati dan merasakan hasilnya. Seperti 

pelayanan lebih efektif dan efisien, dan mengurangi tingkat pengangguran 

masyarakat Desa Ketapang.  

Selain teori dari Rogers (1983), kondisi ini sesuai dengan teori dari Muluk 

(2008:43) menambahkan bahwa inovasi juga merupakan instrument untuk 

mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan 

memenuhi kebutuhan secara lebih efektif, selain itu inovasi dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam pelayanan 

publik. Inovasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dan dampaknya bagi masyarakat terutama untuk mengatasi kebijakan 

sebelumnya yang kurang menampakkan hasil yang memuaskan.  
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Inovasi Smart Kampung yang dibuat boleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi telah menghasilkan beberapa produk layanan publik. Desa 

Ketapang ikut berpartisipasi untuk mengimplementasikan produk-produk 

pelayanan publik dari inovasi program Smart Kampung. inovasi pelayanan 

publik yang ada di Desa Ketapang merupakan inovasi yang membawa 

perubahan baru bagi masyarakat. Serta pentingnya koordinasi dan komunikasi 

dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan sangat 

mempengaruhi keberhasilan dari sebuah inovasi baru Smart Kampung di Desa 

Ketapang. Dengan adanya smart kampung yang berbasis teknologi pelayanan 

publik di Desa Ketapang yang dulunya banyak terjadi masalah seperti 

mahal/tidak praktis, sulit diakses, pelayanan lambat, korupsi, tidak diapresiasi 

oleh masyarakat, dan sekarang sudah terlihat mengalami peningkatkan atau 

perbaikan dalam segi pelayanan publik seperti gratis/praktis, 

transparan/mudah diakses, pelayanan cepat, pemerintah bebas korupsi, 

didukung/diapresiasi oleh masyarakat. Dengan adanya program inovasi Smart 

Kampung ini dapat menimbulkan kesan yang nyaman dan ramah bagi 

masyarakat sebagai pengguna layanan, sikap profesionalisme dari pemberi 

layanan juga dapat dinilai lebih baik. 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Subarsono (2005:143), penyelenggaraan layanan publik 

merupakan proses yang sangat strategis karena didalamnya berlangsung 
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interaksi yang cukup intensif antara warga Negara dengan pemerintah. 

Kualitas produk dan proses penyelenggaraan layanan publik dapat diamati, 

dirasakan, dan dinilai secara langsung oleh warga Negara, karena pelayanan 

publik merupakan tanggung jawab pemerintah, maka kualitas pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi salah satu indikator 

dari kualitas suatu pemerintahan. Berdasarkan teori tersebut, dengan 

banyaknya keluhan masyarakat desa ditambah dengan pentingnya keperluan 

data kependudukan bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

membuat suatu inovasi untuk mewujudkan pelayanan publik dengan efektif, 

efisien, dan sistematis serta bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai 

pengguna layanan. Inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi adalah program inovasi smart kampung. Dengan adanya sistem 

smart kampung ini diharapkan masyarakat mau mengurus berbagai surat 

secara sadar akan pentingnya berbagai surat yang ada dikehidupan kita. 

Sistem pelayanan smart kampung merupakan hal baru atau cara baru 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan, sistem 

pelayanan smart kampung sebagaimana diutarakan di atas dilatarbelakangi 

oleh adanya tuntutan masyarakat untuk kecepatan pelayanan yang selama ini 

dianggap berbelit-belit dan panjang birokrasinya. 

Sebelum adanya program inovasi Smart Kampung di Desa Ketapang, pengurusan 

berbagai surat menyurat dilayani secara manual, artinya masih banyaknya antrian 
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yang kurang efektif, pelayanan lambat, serta berbelit-belit. Tetapi setelah adanya 

program inovasi smart kampung , pengurusan surat menyurat dilakukan lebih mudah, 

cepat, dan tidak berbelit-belit. Cukup datang ke kantor desa, seluruh pelayanan 

administrasi cepat terselesaikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan data yang ada, maka peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

Inovasi pemerintah daerah melalui program “Smart Kampung” dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik di Desa Ketapang Kcamatan Kalipuro Kabupaten 

Banyuwangi. 

a. Keunggulan Relatif (Relative Advantage) dalam Inovasi Pelayanan Publik 

melalui Smart Kampung di Kantor Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro 

Kabupaten Banyuwangi dengan melihat keunggulan dan nilai yang lebih 

dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Pada kondisi ini, keunggulan 

yang membedakan layanan publik Smart Kampung dengan inovasi 

lainnya adalah praktis karena berbagai kegiatan pemerintah dea dapat 

diintegrasikan ke dalam satu sistem ini (Smart Kampung). Keunggulan 

lainnya yang diliki oleh program inovasi Smart Kampung yaitu gratis dan 

akuntable. Dalam hal ini, kondisi tersebut sudah sesuai dengan teori dari 

Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17) mengenai atribut pelaksanaan 

inovasi. 
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b. Kesesuaian (Compability) dalam Inovasi Pelayanan Publik melalui Smart 

Kampung di Kantor Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten 

Banyuwangi dilihat dari dimana sebuah inovasi harus mempunyai sifat 

compability atau kesesuaian dengan inovasi yang ada sebelumnya. Inovasi 

layanan Smart Kampung sudah sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan, sertatetap mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan 

Melalui Smart Kampung. Selain itu hadirnya inovasi layanan Smart 

Kampung ini telah disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masyarakat. Dalam hal ini, kondisi tersebut sudah sesuai dengan teori dari 

Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17) mengenai atribut pelaksanaan 

inovasi.  

c. Kerumitan (Complexity) dalam Inovasi Pelayanan Publik Smart Kampung 

di Kantor Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 

dirasa tidak ada kerumitan yang berarti melainkan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik. 

Kerumitan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Ketapang hanya pada 

awal pelaksanaan program inovasi Smart Kampung. Yaitu mengenai 

pemahaman mengenai program inovasi Smart Kampung. Masyarakat 

hanya merasakan perubahan yang lebih baik pada pelayananannya, tapi 

tidak mengerti perubahan baru tersebut adalah program inovasi Smart 

Kampung. Dalam hal ini, kondisi tersebut sudah sesuai dengan teori dari 
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Rogers (1983) dalam suwarno (2008:17) mengenai atribut pelaksanaan 

inovasi. 

d. Kemampuan Diuji Cobakan (Triability) dalam Inovasi Pelayanan Publik 

Smart Kampung di Kantor Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro 

Kabupaten Banyuwangi telah melalui proses uji coba. Pelaksanaan inovasi 

Smart Kampung, pemerintah Kabupaten Banyuwangi langsung menguji 

cobakan program baru tersebut kepada masyarakat. Hanya saja diawal 

pelaksanaan program inovasi Smart Kampung, pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi memilih 24 Desa untuk menguji cobakan program inovasi 

baru tersebut. Jadi ada 24 Desa yang menjadi pilot project atau 

percontohan untuk penerapan program Smart Kampung. dari 24 Desa 

tersebut, Desa Ketapang termasuk desa pilihan dari Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi untuk menguji cobakan program Smart Kampung 

tersenut,dan hingga saat ini program Smart Kampung berhasil diterapkan 

dengan baik dan membawa perubahan baru bagi Pemrintahan Desa 

Ketapang. Dalam hal ini, kondisi tersebut sudah sesuai dengan teori dari 

Rogers (1983) dalam Suwarno (2008:17) mengenai atribut pelaksanaan 

inovasi. 

e. Kemampuan Diamati (Observability) dalam Inovasi Pelayanan Publik 

Smart Kampung di Kantor Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro 

Kabupaten Banyuwangi dilihat dari kemudahan yang dirasakan oleh 

masyarakat. Pada kondisi ini, inovasi layanan Smart Kampung di Desa 
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Ketapang sudah dapat dikatakan mudah dilihat maupun mudah di amati 

oleh masyarakat. Dibuktikannya dengan pelayanan yang mudah  dan tidak 

berbelit-belit. Serta banyaknya survey dari pemerintah kota/kabupaten 

lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari Rogers (1983) dalam 

Suwarno (2008:17) mengenai atribut pelaksanaan inovasi. 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Inovasi Pelayanan Publik 

Smart Kampung di Kantor Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu indikator dari kualitas suatu 

pemerintahan. Dengan banyaknya keluhan masyarakat, pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi membuat suatu inovasi untuk mewujudkan 

pelayanan publik dengan efektif, efisien, dan sistematis serta bisa 

langsung dirasakan keunggulannya oleh masyarakat sebagai pengguna 

layanan. Adanya peningkatan kualitas di Desa Ketapang, terbukti dengan 

terpenuhinya indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah. Serta sebelum adanya program inovasi Smart Kampung di Desa 

Ketapang, pengurusan berbagai surat menyurat dilayani secara manual, 

kurang efektif, serta berbelit-belit. Tetapi setelah adanya program inovasi 

Smart Kampung, pengurusan surat menyurat dilakukan lebih mudah, 

cepat, dan gratis. Dalam hal ini, kondisi tersebut sudah sesuai dengan teori 

Subarsono (2005:143) mengenai penyelenggaraan layanan publik. 
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B. Saran 

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka peneliti berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada Kantor Desa Ketapang dalam melaksanakan inovasi Smart 

Kampung. Masukan tersebut diantara lain: 

1. Meningkatkan kualitas beberapa fokus lainnya dari program inovasi Smart 

Kampung yang telah ditentukan, diantaranya adalah Pemberdayaan Ekonomi, 

Kesehatan, Kemiskinan, Informasi Hukum, Pendidikan, Seni dan Budaya, 

Peningkatan SDM.  

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada lebih ditingkatkan lagi untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan pegawai yang lebih professional, lebih 

responsive yaitu dengan adanya pelatihan ataupun diklat sehingga ketika ada 

keluhan bisa langsung diselesaikan, kemudian ramah dan tetap mendahulukan 

kepentingan masyarakat. 

3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini diwakilkan oleh Kantor 

Desa Ketapang seharusnya melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada 

masyarakat desa yang menggunakan layanan agar tujuan dari program inovasi 

Smart Kampung dapat sesuai dengan renacana awal pelaksanaan inovasi 

tersebut. 

4. Menambah implementor dari program inovasi Smart Kampung untuk 

melaksanakan inovasi tersebut, kedepannya Smart Kampung bisa diterapkan 
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di seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, agar seluruh masyarakat 

dapat menikmati pelayanan yang ada di desa secara efektif dan efisien. 
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LAMPIRAN I 

Pedoman Wawancara/ Interview Guide Peneliti 

 

1. Bagaimanakah inovasi pemerintah daerah melalui Program “Smart Kampung” 

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Desa Ketapang Kecamatan 

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi? 

a. Relative Advantage atau Keunggulan apa saja kah yang telah dihasilkan 

dari inovasi pelayanan publik melalui program Smart Kampung di Desa 

Ketapang? 

b. Compatibility atau Kesesuaian, apakah program inovasi Smart Kampung 

telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada? Dan apakah telah 

sesuai dengan harapan masyarakat selama ini? 

c. Complexity atau Kerumitan, adakah kerumitan atau masalah yang ada dari 

program inovasi Smart Kampung tersebut?  

d. Triability atau Kemampuan untuk dapat diuji, apakah program inovasi 

Smart Kampung di uji cobakan? Dan bagaimanakah cara pemerintah 

untuk menguji cobakan program baru tersebut?  

e. Observability atau Kemampuan untuk dapat diamati, apakah program inovasi 

Smart Kampung mudah diamati oleh masyarakat setempat? 

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Bagaimanakah peningkatan kualitas 

pelayanan publik di Desa Ketapang setelah adanya program inovasi Smart 
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Kampung? apakah sudah dapat dikatakan lebih meningkat dari sebelum adanya 

program inovasi Smart Kampung? 

2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung inovasi pemerintah daerah 

melalui program “Smart Kampung” dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi? 

3. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat inovasi pemerintah daerah 

melalui program “Smart Kampung” dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publik di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi? 
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LAMPIRAN II 

Dokumentasi Peneliti 

 
Gambar 1. Bersama dengan Bapak H. Slamet Kasihono S.Ag  

selaku Kepala Desa Ketapang 

 

 
Gambar 2. Bersama dengan Bapak Rahmadinata Syafa’at S.SI 

selaku Kepala Seksi Pemerintahan 
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Gambar 3. Kantor Desa Ketapang 

 

 

Gambar 4. Perpustakaan dan Selff Service Box Desa Ketapang 
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Gambar 5. Ruang Pertemuan Desa Ketapang 

 

 

Gambar 6. Balai Desa Ketapang 
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Gambar 7. Wawancara dengan Masyarakat Desa Ketapang 

 

 

Gambar 8. Salah Satu Usaha Milik Masyarakat Desa Ketapang 
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Lampiran III 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 

TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan  

publik 

2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, 

SALINAN 
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dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik 

3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 

pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 

penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik 

4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang 

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur. 

6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 

rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan 

7. Misi Negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, 

kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan 

kepentingan dan manfaat orang banyak. 

8. Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan 

masukan terhadap penyusunan standar pelayanan 

9. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam 

pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol 

oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, 

dan mengurangi biaya. 

10. Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang 

dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas 

pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk 

memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan 

tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. 

11. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas 

menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan 

pengguna layanan. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pendayagunaan aparatur Negara 
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Pasal 2 

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: 

a. ruang lingkup Pelayanan Publik; 

b. sistem pelayanan terpadu; 

c. pedoman penyusunan Standar Pelayanan; 

d. proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan 

Berjenjang; dan 

e. pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik 
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Lampiran IV 

        

MENTERI 
PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN 
REFORMASI BIROKRASI 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, 

baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung 

maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan 

Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam 

penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing. 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan 

Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. PermenPANRB tentang Pedoman Standar Pelayanan ini 

SALINAN 
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merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 

Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang 

sebelumnya kurang sesuai dengan pekembangan teknologi informasi yang 

semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta 

untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian 

unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan Pedoman Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan 

kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara 

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara 

mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan 

Publik dengan baik dan konsisten 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan ini meliputi: penyusunan, 

penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

U/ndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

 

BAB II 

PENGERTIAN DAN PRINSIP 

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

A. Pengertian 

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau, dan terukur. 

2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
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penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 

publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

4. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 

rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. 

5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang 

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

B. Prinsip 

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip: 

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 

mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan 

biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 

2. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan 

masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan 

mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 

berkepentingan. 

4. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan 

perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan 

5. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses 

oleh masyarakat. 

6. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 

ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental 
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     Lampiran V 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

SALINAN 
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4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

dan ditetapkan secara demokratis 

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. 

6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

atau perolehan hak lainnya yang sah 

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
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13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

 

Pasal 3 

Pengaturan Desa berasaskan: 

a. rekognisi; 

b. subsidiaritas; 

c. keberagaman; 

d. kebersamaan; 

e. kegotongroyongan; 

f. kekeluargaan; 

g. musyawarah; 

h. demokrasi; 
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i. kemandirian; 

j. partisipasi; 

k. kesetaraan; 

l. pemberdayaan; dan 

m. keberlanjutan 

 

Pasal 4 

Pengaturan Desa bertujuan: 

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia; 

c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 

pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 

terbuka, serta bertanggung jawab 

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan 

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian 

dari ketahanan nasional; 

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; dan 

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan  
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Lampiran vi 

 

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 

PERATURAN BUPATI 

BANYUWANGI 

NOMOR 18 TAHUN 

2016 

TENTANG 

INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART 

KAMPUNG  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PROGRAM 

KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD 

SALINAN 
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Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu 

komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam 

mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang 

tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang 

membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan 

adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya 

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja 

pemerintah kabupaten yang terpadu. 

2. Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan sacara 

efektif, efisien dan tepat sasaran. 

3. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program 

kerja pemerintah kabupaten. 

4. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung 
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dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah. 

5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 

program kerja pemerintah kabupaten. 

6. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu 

 

BAB III 

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja 

pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD. 

(2) Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan di lingkungan kantor atau balai desa/kelurahan. 

(3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang : 

a. pelayanan publik; 

b. pemberdayaan ekonomi; 

c. kesehatan; 

d. kemiskinan; 

e. informasi hukum; 

f. pendidikan, seni dan budaya; dan 

g. peningkatan kapasitas SDM 

(4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan 

program kerja pemerintah kabupaten melalui smart kampung. 

(5) Pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh 

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional 

prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

Pasal 4 

(1) Selain program kerja pemerintah kabupaten yang telah diatur dalam ruang 

lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah 

desa/kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya 

masyarakat. 

(2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa/ kelurahan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang: 

a. olahraga; 

b. adat istiadat; 

c. keagamaan; dan 

d. kegiatan lainnya 

 

BAB IV 

SASARAN 

Pasal 5 

(1) Smart kampung dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten 

Banyuwangi secara bertahap. 

(2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi. 

(3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 

lain: 

a. sarana; 

b. prasarana; dan 

c. sumberdaya manusia. 

(4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain: 

a. balai atau ruangan yang memadai; 

b. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain) 

c. sound system; 

d. LCD projector; 

e. papan pengumuman/informasi; 

f. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan 

g. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD. 

(5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain: 

a. listrik; 

b. air bersih dan sanitasi; 

c. toilet bersih; 
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d. tempat sampah; 

e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain); 

f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain); 

g. perpustakaan desa; 

h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan 

i. prasarana lain yang dianggap perlu 

(6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari 

pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/ kelurahan yang diberi 

pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat 

 

BAB V 

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

(1) Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat 

memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3). 

(2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang memiliki program kerja 

terintegrasi dengan program Smart Kampung. 

(3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Smart 

Kampung di Kabupaten Banyuwangi. 

(4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Smart 

Kampung di desa/kelurahan setempat. 

(5) Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja 

SKPD yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. 

(6) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa melakukan evaluasi pelaksanaan program Smart 

Kampung 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 
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Pasal 7 

Pembiayaan atas pelaksanaan program Smart Kampung dapat dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 25 Mei 2016 

BUPATI BANYUWANGI 

 

     TTD 

H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
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